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SALINAN

PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK RISET NASIONALTAHUN 2017-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna mendukung tercapainya tujuan
pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan

teknologi, perlu dilakukan riset yang terintegrasi secara

nasional;

b. bahwa riset yang terintegrasi secara nasional perlu

didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang

kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dituangkan dalam bentuk rencana induk
riset nasional yang selaras dengan perencanaan
pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana
Induk Riset Nasional Ta}lun 2Ol7-2O45;

Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK
RISET NASIONAL TAHUN 2017-2045.

Menetapkan

Pasal 1
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Pasal I

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan

pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Riset Nasional adalah Riset yang terintegrasi dalam

lingkup nasional untuk memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta mendukung

tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 -2045, yang

selanjutnya disingkat RIRN adalah dokumen perencanaan

sektor Riset secara nasional.

4. Prioritas Riset Nasional, yang selanjutnya disingkat PRN

adalah dokumen peiaksanaan dari RIRN yang disusun

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang

selanjutnya disebut Sumber Daya Iptek adalah

suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk
penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya

Manusia Iptek adalah peneliti, perekayasa, dosen, dan

Sumber Daya Manusia Iptek lainnya yang melakukan

kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian,

dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang

memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan dan/atau
pemanfaatan Riset Nasional di luar kementerian/
lembaga/pemerintah daerah, baik yang didanai oleh

pemerintah, swasta, dan/alau sumber pendanaan

lainnya.

8. Menteri adalah menteri yar,g menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasal 2
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Pasal 2

RIRN merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga/
pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan untuk
men5rusun rencana aksi dalam pelaksanaan Riset Nasional.

Pasal 3

(l) RIRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

v1s1;

misi;

tqiuan;

sasaran;

e. strategi Riset Nasional; dan

f. perencanaan Riset Nasional.

(21 RIRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Visi Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Indonesia Berdaya Saing

dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.

Misi Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf b, yaitu:

a. menciptakan masyarakat Indonesia yang

inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan

b. menciptakan keunggulan
secara global.

kompetitif bangsa

(3) Tujuan Riset Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) hurufc, yaitu:

a. Meningkatkan iiterasi ilmu pengetahuan dan
teknologi;

a.

b.

c.

d.

(1)

(2)

b. meningkatkan
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b. meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi
Riset Nasional; dan;

c. memajukan perekonomian nasional berbasis

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran Riset Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) hurufd, yaitu:

a. meningkatnya kapasitas Riset Nasional yang

mencakup kuantitas dan kualitas Sumber Daya

Iptek;

b. meningkatnya relevansi dan produktivitas Riset

serta peran Pemangku Kepentingan dalam

kegiatan Riset; dan

c. meningkatnya kontribusi Riset terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi Riset Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Yaitu:

a. menyusun rencana transisi kelompok makro

Riset dalam periode 5 (lima) tahunan; dan

b. menyusun kebijakan pendukung pencapaian

tujuan Riset Nasional.

Perencanaan Riset Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:

a. bidang Riset;

b. kelompok makro Riset;

c. indikator capaian sasaran; dan

d. strategi pencapaian indikator.

Pasal 5

(1) Bidang Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (6) huruf a meliputi:
a. pangan;

b. energi;

c. kesehatan;

d. transportasi;

e. produk. . .

(s)

(6)
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e. produk rekayasa keteknikan;

f. pertahanan dan keamanan;

g. kemaritiman;

h. sosial humaniora; dan

i. bidang Riset lainnya.

(2) Bidang Riset lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Kelompok makro Riset sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (6\ huruf b merupakan klasilikasi
Riset secara umum berdasarkan kriteria:

a. nilai tambah ekonomi;

b. daya ungkit; dan/atau

c. tingkat kompleksitas.

Kelompok makro Riset sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. Riset terapan berbasis sumber daya alam;

b. Riset maju berbasis sumber daya alam;

c. Riset terapan manufaktur;

d. Riset maju manufaktur;

e. Riset teknologi tinggi; dan

f. Riset rintisan terdepan.

Kelompok makro Riset sebagaimana dimaksud pada.

ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 7

(1) Indikator capaian sasaran sebagaimana
dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c terdiri atas:

a. indikator masukan;

b. indikator keluaran; dan

c. indikator dampak.

dimaksud

(3)

(2) Indikator
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Indikator masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. meningkatnya rasio jumlah Sumber Daya

Manusia Iptek terhadap jumlah penduduk pada

tahun 2045 menjadi 8600 (delapan ribu enam ratus)
orang per I (satu)juta penduduk;

b. meningkatnya rasio kandidat Sumber Daya

Manusia Iptek yang terdiri dari mahasiswa
program magister dan mahasiswa program

doktor terhadap mahasiswa program sarjana
pada tahun 2045 menjadi lOOo/o (seratus persen);

dan

c. meningkatnya alokasi anggaran Riset Nasional

sektor swasta sehingga rasio alokasi anggaran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

terhadap alokasi anggaran Riset Nasional sektor
swasta menjadi 1:3 (satu berbanding tiga) pada

tahun 2045.

Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, yaitu tercapainya produktivitas Sumber
Daya Manusia Iptek pada tahun 2045 sebanyak

22 (dua puluh dua) publikasi ilmiah internasional
bereputasi setiap 100 (seratus) Sumber Daya Manusia
Iptek

Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, yaitu terpenuhinya produktivitas multifaktor
pada tahun 2045 menjadi 7Oo/o (tujuh puluh persen).

Pasal 8

Strategi pencapaian indikator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, yaitu:

a. indikator masukan melalui:

1. perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia Iptek;
dan

2. perbaikan sistem pendanaan Riset Nasional.

(3)

(4)

b. indikator
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c.

(2)

(3)

(1)
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indikator keluaran berupa peningkatan jumlah publikasi
ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan
kemampuan menciptakan invensi berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai hulu dari produk
inovasi dengan nilai ekonomi tinggi; dan

indikator dampak berupa peningkatan industri kreatif
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
mendorong produktivitas multifaktor yang

mencerminkan kontribusi inovasi berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan
ekonomi nasional.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan RIRN, Menteri men5rusun dan

menetapkan PRN.

PRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

PRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fokus Riset untuk setiap bidang Riset;

b. tema Riset;

c. topik Riset;

d. institusi pelaksana;

e. target capaian; dan

f. rencana alokasi anggaran.

Pasal 10

Penetapan prioritas fokus Riset dalam PRN

didasarkan pada rencana transisi prioritas kelompok
makro Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).

Rencana transisi prioritas kelornpok makro Riset
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. periode tahun 2Ol7-2O19, yaitu:

1. kelompok Riset terapan berbasis sumber daya
alam;

2. kelompok
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2. kelompok Riset maju berbasis sumber daya

alam;

3. kelompok Riset terapan manufaktur;

4. kelompok Riset maju manufaktur;

5. kelompok Riset teknologi tinggi; dan

6. kelompok Riset rintisan terdepan.

periode tahun 2O2O -2024, Y aitu'-

1. kelompok Riset maju berbasis sumber daya

alam;
2. kelompok Riset terapan berbasis sumber daya

alam;

3. kelompok Riset terapan manufaktur;

4. kelompok Riset maju manufaktur;

5. kelompok Riset teknologi tinggi; dan

6. kelompok Riset rintisan terdepan.

periode tahun 2025-2029, Yaitu:
I . kelompok Riset terapan manufaktur;

2. kelompok Riset maju manufaktur;

3. kelompok Riset maju berbasis sumber daya

alam;

4. kelompok Riset terapan berbasis sumber daya

alam;
5. kelompok Riset teknologi tinggi; dan

6. kelompok Riset rintisan terdepan.

d. periode tahun 2030-2034, Yaitu:

1. kelompok Riset maju manufaktur;

2. kelompok Riset terapan manufaktur;

3. kelompok Riset teknologi tinggi;

4. kelompok Riset rintisan terdepan;

5. kelompok Riset maju berbasis sumber daya

alam; dan

6. kelompok Riset terapan berbasis sumber daya
alam.

e. periode tahun 2035-2039, Yaitu:
1 . kelompok Riset teknologi tinggi;

2. kelompok
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2. kelompok Riset rintisan terdepan;

3. kelompok Riset maju manufaktur;

4. kelompok Riset terapan manufaktur;

5. kelompok Riset maju berbasis sumber daya

alam; dan

6. keiompok Riset terapan berbasis sumber daya

alam.

f. periode ta}irun2040-2044, Yaitu:

1. kelompok Riset rintisan terdepan;

2. kelompok Riset teknologi tinggi;

3. kelomPok Riset maju manufaktur;

4. kelompok Riset terapan manufaktur;

5. kelompok Riset maju berbasis sumber daya

alam; dan

6. kelompok Riset terapan berbasis sumber daya

alam.

Pasal 11

Dalam menyusun PRN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Menteri berkoordinasi dengan menteri'

kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan

kepala daerah serta mempertimbangkan masukan dari

Pemangku KePentingan terkait.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui rapat koordinasi nasional bidang

Riset yang diselenggarakan oleh Menteri'

Rapat koordinasi nasional bidang Riset sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menghasilkan bahan

pen)rusunan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah nasional.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

penyusunan PRN diatur dengan Peraturan Menteri'

(1)

(2\

(3)

Pasal 13
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Pasal 13

Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan

Pemangku Kepentingan men)rusun dan menetapkan

rencana aksi pelaksanaan PRN sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan rencana aksi PRN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun'

Pasal 14

pembiayaan pelaksanaan PRN dibebankan pada anggaran

kementerian/lembagal pemerintah daerah dan Pemangku

Kepentingan sesuai d.engan tanggung j awab masing-masing.

Pasal 15

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan RIRN melalui PRN'

(2)Hasilpemantauandanevaluasiterhadap
pelaksanaan RIRN disampaikan kepada Presiden paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun'

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIRN diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

untuk pertama kalinya, PRN disusun untuk jangka waktu

3 (tiga) tahun dan berlaku untuk periode tahun 2Ol7-2O19.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

(1)

(21

Agar
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Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia'

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 APril 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 APril 2OL8

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Pembangunan Manusia

dan Perundang-undangan,
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 20t8

TENTANG RENCANA INDUK RISET NASIONAL

TAHUN 2017 -2045

A. VISI

Upaya untuk mend.orong pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan meningkatkan kontribusi Riset bagi perekonomian nasional secara

berkelanjutan memerlukan RIRN. RIRN yang mengintegrasikan

seluruh Sumber Daya Iptek dan berkekuatan hukum diharapkan

mampu meningkatkan sinergi antar Pemangku Kepentingan lintas

sektoral dalam jangka panjang, yaitu tahun 2ol7-2o45' Sebagai

rencana jangka panjang sektor Riset, RIRN Tahun 2ol7-2045 disusun

untuk mendukung sektor perindustrian melalui Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (RIPIN), sektor energi

melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta sektor ekonomi kreatif

melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional (RIEKN)' Hal ini

untuk mewujudkan penguatan ekonomi nasional berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermuara pada industri berbasis

teknologi, kedaulatan energi, serta ekonomi kreatif berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi inovatif. T\rjuan tersebut kemudian

dituangkan ke dalam visi Riset Nasional Tahun 2Ol7-2O45, yaitu:

Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi.

"Indonesia Berdaya Saing" bermakna bahwa Riset dijadikan motor

utama untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak

pada. .
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pada peningkatan daya saing bangsa. Sedangkan "Berdaulat Berbasis

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" bermakna bahwa RIRN menjadi

titik awal bagi pembentukan Indonesia yang mandiri melalui

penguasaan dan keunggulan kompetitif ilmu pengetahuan dan

teknologi secara global.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi Riset Nasional Tahun 2Ol7-2O45 tersebut,

dijabarkan menjadi 2 (dua) misi, yaitu:

menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi; dan

menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global.

Misi menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi memiliki makna bahwa RIRN disusun

dalam rangka memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan

pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu

memanfaatkannya untuk menghasilkan produk yang memiliki

kebaruan dan nilai tambah ekonomi, berdasarkan kekuatan cipta

karya hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan,

dan/ atau perekaYasaan.

Misi menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global

mengandung makna bahwa daya saing bangsa Indonesia didorong

melalui peran aktif masyarakat yang inovatif yang secara kualitatif

dan kuantitatif terus ditingkatkan melalui strategi atau upaya yang

dirumuskan di dalam RIRN.

1.

2.

C. TUJUAN
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C. TUJUAN

Untuk melaksanakan misi Riset Nasional Tahun 20L7-2045,

ditetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi Riset Nasional;

dan

3. memajukan perekonomian nasional berbasis ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Meningkatkan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksudkan

agar terwujudnya masyarakat yang sadar terhadap pentingnya ilmu

pengetahuan dan teknologi (knowledge based societgl'

Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi Riset Nasional

dimaksudkan untuk mendorong interaksi antar pelaku Riset untuk

mewujudkan peningkatan kapasitas komunal dan kompetensi

individual. Dengan terbangunnya interaksi yang intensif, potensi

lahirnya sinergi antar Sumber Daya Iptek yang berkualitas menjadi

semakin besar.

Memajukan perekonomian nasional berbasis ilmu pengetahuan dan

teknologi merupakan tujuan akhir setelah terwujudnya kondisi literasi

masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta kapasitas,

kompetensi, dan sinergi Riset Nasional yang semakin meningkat di

antara Para Pelaku Riset.

D. SASARAN
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D. SASARAN

Kondisi ideal yang akan dicapai melalui tujuan Riset Nasional Tahun

2Ol7-2045 dituangkan dalam sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas Riset Nasional yang mencakup

kuantitas dan kualitas Sumber Daya lptek'

peningkatan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah

Sumber Daya Manusia Iptek per i (satu) juta penduduk dan

rasio kandidat Sumber Daya Manusia lptek yang terdiri dari

mahasiswaprogrammagisterdanmahasiswaprogramdoktor
terhadap mahasiswa program sarjana'

Peiaksana Riset riil sangat d.itentukan oleh keterlibatan

mahasiswa program magister dan mahasiswa program doktor

yang berorientasi pada Riset untuk mendapatkan gelar magister

dan doktor. Peningkatan jumlah absolut mahasiswa program

magister dan mahasiswa program doktor secara alami akan

meningkatkan dinamika Riset karena karakteristik studi

program magister dan program doktor yang menitikberatkan pada

aktivitas dan keluaran Riset dibandingkan dengan program

sarjana.

Rasio ideal mahasiswa program magister dan mahasiswa

program doktor terhadap mahasiswa program sarjana adalah

mendekati 1:1 (satu berbanding satu), yang berarti sebagian

besar lulusan sarjana melanjutkan ke jenjang tertinggi, baik

secara langsung maupun berjeda. Rasio maksimal 100o/o

(seratus persen) dengan asumsi calon mahasiswa program

magister dan mahasiswa program doktor adalah total dari dalam

maupun luar negeri. oleh karena itu, rasio ideal ini dipakai

sebagai. . .
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sebagai target mulai tahun 2045. Sebagian kecil dari kandidat

sumber Daya Manusia Iptek ini merupakan potensi yang

diharapkanmenjadiSumberDayaManusialptekdimasa
mendatang.

peningkatan sumber Daya Iptek dari aspek pendanaan dapat

dilihat dari peningkatan rasio alokasi anggaran untuk keperluan

RisetNasionalsecarabertahapsampaidengantahun2o4S
dalam pagu alokasi bagian anggaran kementerian/lembagal

pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk

melakukanRiset,danpeningkatanalokasianggaranRiset
Nasional sektor swasta sehingga rasio al0kasi anggaran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap alokasi

anggaran Riset Nasional sektor swasta menjadi 1:3 (satu

berbanding tiga) Pada tahun 2045'

AnggaranRisetyangbersumberdariAnggaranPendapatandan
Belanja Negara dengan mudah bisa dicapai. selain karena nilainya

yangtidakterlalubesar,jugakarenasepenuhnyaberadadalam
kontrol Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah' Sebaliknya

peningkatan kontribusi swasta dari dalam maupun luar negeri

terhadapanggaranRisetmemerlukanupayayangtidakmudah.
Sehingga prioritas peningkatan total anggaran untuk Riset harus

dilakukan dengan upaya penciptaan insentif berbasis regulasi'

2. Meningkatnya relevansi dan produktivitas Riset serta peran

Pemangku Kepentingan dalam kegiatan Riset'

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah

publikasi ilmiah internasional bereputasi yang mencerminkan

kemampuan . .
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kemampuan menciptakan invensi berbasis Riset' Peningkatan

invensi berbasis Riset tersebut akan meningkatkan jumlah inovasi

yang digunakan oleh industri dan/atau masyarakat' Hal ini

sebagai titik awal dari produk inovasi untuk memajukan

perekonomian.

3. Meningkatnya kontribusi Riset terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional.

Peningkatantersebutdapatdilihatdarimeningkatnya
produktivitas multifaktor nasional yang ditunjukkan dari

peningkatan efisiensi kapital dan tenaga kerja dalam mendorong

Pertumbuhan ekonomi'

E. STRATEGIRIS TNASIONAL

Strategi Riset Nasional dimaksudkan untuk mencapai tujuan Riset

Nasional yang dilakukan dengan menyusun rencana transisi

kelompok'makro Riset dalam periode 5 (lima) tahunan dan menyusun

kebijakan pendukung pencapaian tujuan Riset Nasional'

Pen5rusunan rencana transisi kelompok makro Riset dalam periode 5

(lima) tahunan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional'

PenJrusunan kebijakan pendukung pencapaian tujuan Riset Nasional

ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya

peningkatan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi' peningkatan

kapasitas, kompetensi, dan sinergi Riset Nasional' serta pemajuan

perekonomian nasionai berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi'

F. PERENCANAAN
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F. PERENCANAANRISSTNASIONAL

l. Gambaran Umum Perencanaan Riset Nasional

RIRN menjadi acuan utama perencanaan selftor Riset di skala
nasional. RIRN melengkapi sistem perencanaan nasional yang

telah ada yang berorientasi pada masukan dan keluaran di setiap
kementerian/lembaga/pemerintah daerah seperti ditunjukkan
dalam Gambar 1.

Gambar l.
Kedudukan RIRN dalam Sistem Perencanaan Nasional

r-
RKP

Perencanaan sektor Riset tidak bisa dilakukan sepenuhnya
berbasis pada keluaran akhir sebagaimana halnya sektor frsik
lainnya. Karena sesuai karakteristiknya Riset kegiatan merupakan

<r-^^*$ll*,ufPRN

{I
I

eksploratif . . .
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eksploratif yang mengandung ketidakpastian yang tinggi' sehingga

potensi kontribusi dari kegiatan Riset tidak hanya dari keluaran

ukhi..,y", tetapi lebih banyak dari kebaruan yang dihasilkan dalam

proses untuk mencari berbagai solusi dari masalah yang dikaji'

Dalam RIRN Tahun 2017-2045, Riset Nasional bertujuan untuk

mendukung sektor industri, energi, serta produk kreatif berbasis

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan

p"."o"1u.r-.rusional lain di luar ekonomi' Ranah RIRN mencakup

Riset dari hulu sampai hilir sebelum proses komersialisasi dan

produksi dalam RIPIN, KEN, dan RIEKN'

RIRN Tahun 2Ol7-2O45 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk PRN

dengan periode waktu i [ima] tahun untuk mengakomodasi

berb=agai dinamika dan perubahan lingkungan strategis' PRN

*errlaai dokumen pelaksanaan dari RIRN yang disusun untuk

jangka menengah yang bersifat operasionai' Untuk itu' penetapan

.irrJ.f, fokus Riset dalam PRN harus mempertimbangkan

dukungan Riset untuk sektor hilir terkait'

Fokus Riset dijabarkan lebih lanjut menjadi fokus pelaksanaan

oleh institusi Riset sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing

periode PRN. Oleh karena itu, jumlah fokus riset dapat bertambah

atau berkurang dari satu periode ke periode berikutnya'

Perencanaan Riset dalam PRN disusun sampai dengan paling sedikit

1 (satu) tahap sebelum pengembangan produk yang dilakukan pada

industri, difusi, maupun inkubasi teknologi'

PRN merupakan instrumen perencanaan yang bersifat dinamis'

serta mampu mengakomodasi perubahan lingkungan internal dan

eksternal. Perubahan lingkungan internal terkait dinamika faktor

masukan
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masukan dan tingkat capaian tahapan sebelumnya' Perubahan

lingkungan eksternal mencakup dinamika dan kompetisi global'

Uniuk itu, pRN tidak hanya berlandaskan pada topik Riset yang

berorientasi pasar atau solusi jangka pendek' tetapi juga

mencakup topik Riset fundamental yang ditujukan untuk

peningkatan tabungan pengetahuan Qtool of knotuledgel bangsa'

RIRN dibutuhkan bukan saja karena keterbatasan sumber daya

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah' tetapi juga untuk

mengoptimalkan Sumber Daya Iptek yang telah ada bagi

p".i.rrgrrrrun nasional. RIRN mempunyai fungsi dan peran strategis

sebagai berikut:

a'JembatanPenghubungPembangunanJangkaPanjangdan
Tahunan

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan mata rantai

tidak terputus dari cita-cita nasional seperti tertuang dalam

mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sampai dengan langkah-langkah operasionai

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'

Pelaksanaan RIRN dalam bentuk PRN difokuskan pada

penetapan prioritas Riset berbasis pemetaan kekuatan dan

Lapasitas riil terkini' PRN dengan periode 5 (lima) tahun

mencakup penetapan fokus Riset untuk setiap bidang Riset'

tema Riset, topik Riset, institusi pelaksana' target capaian' dan

rencana alokasi anggaran' Dengan demikian' RIRN dan PRN

dapat menjadi jembatan penghubung perencanaan terintegrasi

sektor Riset dengan dokumen Perencanaan pembangunan

lainnya.

b. Peningkatan
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b. Peningkatan Sinergi Riset Nasional

RIRN ditujukan untuk meningkatkan sinergi nasional di sektor

Riset. Ini sangat penting untuk mengoptimalkan Sumber Daya

Iptek di berbagai kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, dan

masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan

produktivitas Riset Nasional di tengah keterbatasan Sumber

Daya Iptek.

sinergi Riset secara nasional dapat mengurangi potensi

tumpang tindih, atau pengUlangan Risetyang tidak proporsional'

Selain itu, sinergi Riset Nasional dapat memberikan masukan

untuk rasionalisasi Riset yang belum merupakan prioritas

utama. Di lain sisi ini dapat memotong mata rantai prosedur

Riset yang terlalu Panjang.

Penetapan prioritas bukan berarti akan menimbulkan eksklusi

atas bidang-bidang yang belum menjadi prioritas. Tetapi

penetapan prioritas menjadi petunjuk untuk alokasi Sumber

Daya Iptek yang proporsional sesuai target pembangunan pada

periode terkait. Secara prinsip selurtrh Riset yang dilakukan

dengan benar dan berhasil berpotensi memunculkan invensi,

inovasi, dan kontribusi ekonomi di masa mendatang.

Sarana Reintegrasi Pendidikan Tinggi dengan Riset

RIRN sebagai sarana reintegrasi pendidikan tinggi dengan Riset

dapat mendorong harmonisasi kegiatan pengajaran dan Riset di

perguruan tinggi dengan masyarakat serta lembaga Riset

lainnya.

c.

Pengajaran
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Pengajaran di pendidikan tinggi seharusnya berbasis kegiatan

Riset. Melalui kegiatan Riset, para mahasiswa memiliki

kesempatan menemukan masalah, mencari berbagai solusi

secara ilmiah, dan merumuskannya menjadi metode yang baku

dan bisa direproduksi. Seluruh proses dan kegiatan berbasis

metodoiogi dan etika ilmiah ini merupakan sarana pembelajaran

dan pembentukan Sumber Daya Manusia Iptek berkelanjutan

dengan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk meningkatkan kompetensi bangsa secara global'

2. Strategi PencaPaian Indikator

Strategi pencapaian indikator dilakukan dengan melaksanakan

program-program peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya

Manusia Iptek dan peningkatan bertahap anggaran Riset dalam

kerangka dimensi fokus Riset dan kelompok makro Riset' Strategi

tersebut dituangkan dalam bentuk PRN untuk setiap periode 5 (lima)

tahunan.

Strategi pencapaian indikator ditetapkan dengan

mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan Sumber Daya lptek

serta proyeksi kebutuhan di masa mendatang' Kebijakan Sumber

Daya Iptek dititikberatkan pada peningkatan sinergi pendayagunaan

Sumber Daya Iptek yang ada. Kebij akan tersebut diharapkan

mampu memperbaiki kondisi saat ini dari sisi masukan'

keluaran, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional'

Untuk.

yang tinggi di

kemudian hari. Pola dan budaya ilmiah menjadi modal penting
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Untuk mendukung strategi pencapaian indikator tersebut

dibutuhkan berbagai insentif dalam bentuk finansial maupun non-

finansial. Insentif tersebut meliputi:

a. Kebijakan pendukung indikator masukan:

1) Penguatan Sumber Daya Manusia lptek:

a) peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana' baik

bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah maupun swasta;

b) insentif studi pasca sarjana di dalam negeri bagi luiusan

baru; dan

c) mobilitas Sumber Daya Manusia Iptek antara perguruan

tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan dan

strategi lainnYa.

2) Perbaikan sistem dan peningkatan anggaran Riset:

a) anggaran Riset yang berasal dari swasta sebagai bagian

dari tanggung jawab sosial perusahaan;

b) evaluasi dan revitalisasi skema hibah Riset Pemerintah

hrsat dan Pemerintah Daerah;

c) evaluasi regulasi pengelolaan anggaran Riset pada

institusi pelaksana Riset yang bersumber dari swasta;

d) insentif bagi kolaborasi Riset dengan mitra global' baik

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan

e) skema hibah infrastruktur Riset dan strategi lainnya yang

dianggaP Perlu'

b. Kebijakan
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b. Kebijakan pendukung indikator keluaran:

1) insentif dan disinsentif bagi pelaksana Riset berbasis

keluaran;

2l evaluasi regulasi Pengurusan kekayaan intelektual seperti

paten, hak cipta terdaftar, perlindungan varietas tanaman,

dan sejenisnYa;

3)skemapendanaankhususuntukdiseminasi(publikasi
internasional berePutasi) ; dan

4l penyegaran lingkungan Riset meialui kunjungan Riset dan

peneliti tamu eks diaspora atau warga negara asing' dan

strategi lainnYa.

Kebijakan pendukung indikator dampak:

1)pembentukanpusat-pusatinkubasiteknologidiberbagai
daerah sesuai PotensinYa;

2l insentif modal ventura;

3) insentif pemakaian inovasi dalam negeri (tingkat komponen

dalam negeri);

4) implementasi sistem royalti bagi inovator Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah; dan

5) evaluasi regulasi pendirian perusahaan ventura dan strategi

lainnya.

3. Bidang Riset

Secara umum, bidang Riset yang akan dijabarkan menjadi fokus

Riset di PRN mencakuP:

c.

a. Pangan
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b.

Pangan

Bidang Riset pangan mencakup seluruh bidang dan proses

lr.r,rti mendu-kung ketersediaan dan kedaulatan konsumsi

"ii"t "."p.., 
maslyarakat. Bidang Riset ini meliputi penelitian

dan pengembangan pada proses produksi' pengolahan' dan

manufaktur Produk turunannya'

Energi

Bidang Riset energi mencakup seluruh bidang dan proses untuk

i.rrarlr.""s ketersediaan dan kedaulatan energi',niaans-!i;;]
i"i *"rip"i penelitian dan pengembangan 

. 
pada pencarran

sumber energi, pengelolaan, serta peningkatan konversi

sumber daya alam menjadi sumber energi'

Kesehatan

Bidang Riset kesehatan mencakup seluruh bidang dan proses

untuk mendukung peningkatan huttp"t' hidup dan kualitas

kesehatan masyarakat. niiang Riset ini meliputi penelitian dan

;;;;;;;""g"n untuk solusi 
-masalah kesehatan' peningkatan

Lr.Iitr" hiJup masyarakat, dan manufaktur alat kesehatan'

c.

d. TransPortasi

Bidang Riset transportasi mencakup seluruh bidang dan proses

,rirri*""a"kung ketersediaan transportasi yang handal dan

i..iangt^r. Bidang Riset iI meliputi penelitian dan

p"i-rg"iru""g"n siste'm dan moda transportasi' serta beragam

teknologi PendukungnYa'

e. Produk RekaYasa Keteknikan

Bidang Riset teknologi rekayasa keteknikan mencakup seluruh

bidang dan proses l-,it'k *"'"iptakan nilai tambah dan solusi

berbasis rekayasa keteknikan' Bidang Riset ini meliputi

penelitian dan pengembangan di- bidang teknik arsitektur'

elektronika, kedirgantaraan,-fisika, kimia' informatika' industri'

Iingkungan, nuklir, dan lain-lain'

f. Pertahanan
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Pertahanan dan Keamanan

Bidang Riset. pertahanan dan keamanan mencakup seluruh

bidang dan proses untuk meningkatkan kemampuan dan

kemandirian bangsa dalam mempertahankan kedaulatan

negara. Bidang Riset ini meliputi penelitian dan pengembangan

sistem dan perangkat alat utama sistem pertahanan (alutsista)

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol2 tenlang

Industri Pertahanan, serta panduan pelaksanaannya oleh Komite

Kebijakan Industri Pertahanan'

Kemaritiman

Bidang Riset kemaritiman mencakup seluruh bidang dan proses

untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam

kelautan, serta potensi perairan untuk peningkatan mobilitas

masyarakat dan logistik' Bidang Riset ini meliputi penelitian

dan pengembangan di bidang perikanan' pariwisata bahari'

transportasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil' serta sumber

daya maritim lainnYa.

Sosial Humaniora

Bidang Riset sosial humaniora mencakup seluruh bidang kajian

ilmu-ilmu sosial serta humaniora untuk meningkatkan

pemahaman atas masalah sosial kemasyarakatan' dan

mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di

masyarakat secara berkelanjutan' Bidang Riset ini meliputi

penelitian dan pengembangan berbagai kajian kebijakan di

semua sektor Pembangunan'

c.

h.

4. Kelompok
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4. Kelompok Makro Riset

Untuk mencapai sasaran RIRN, ditetapkan Kelompok Makro Riset

dan rencana transisi prioritas kelompok makro Riset terkait' serta

rekomendasi berbagai kebijakan pendukung'

Kelompok makro Riset ditetapkan sebagai batasan ukuran secara

lintas bidang Riset yang lebih lanjut dijabarkan menjadi fokus

Riset, dan didasarkan pada kriteria nilai tambah ekonomi' daya

ungkit, dan tingkat kompleksitas' Penetapan prioritas Riset untuk

,i"p-ri^p periode 5 (lima) tahunan dipetakan berdasarkan

keiompok makro Riset dan mengacu pada rencana transisi

prioritas kelomPok makro Riset'

Rencana transisi prioritas kelompok makro Riset ditujukan sebagai

panduan makro pergeseran prioritas ranah Riset dan fokus Risetnya

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi' serta

kapasitas dan kompetensi pelaksana Riset' Rencana ini dapat

diiakai sebagai panduan penentuan prioritas alokasi Sumber Daya

Iptek secara berjenjang'

Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan 6 (enam) kelompok makro

Riset sesuai dengan periode 5 (lima) tahunan seperti ditunjukkan

dalam Gamb ar 2. Arrgka romawi dalam Gambar 2 menunjukkan

urutan prioritas duk""g"t' terhadap Sumber Daya lptek'

penetapan urutan diatur sedemikian rupa, sehingga setiap periode

5 (lima) tahun masing-masing kelompok makro Riset akan

mengalami kenaikan dan/atau penurllnan posisi urutan secara

berjenjang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan

karakteristik Riset dari masa ke masa'

Gambar 2
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Gambar 2.

Rencana Tlansisi Prioritas Kelompok Makro Riset Setiap Periode 5 (lima) Tahun
Pada Kurun Tahun 2OL7-2O45

Keterangan Gambar:

RT-SDA

RM-SDA

RTM

RMM

RTT

RRT

Riset Terapan Berbasis Sumber Daya Alam

Riset Maju Berbasis Sumber Daya Alam

Riset Terapan Manufaktur

Riset Maju Manufaktur

Riset Teknolog Tinggr

Riset Rintisan Terdepan

r RT-SDA T RM-SDA TRTM TRMM T RTT TRRT

a. Kelompok . . .

VI

m
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b.

c.

Kelompok Riset terapan berbasis sumber daya alam mencakup

kajian Riset yang menghasilkan luaran berbasis eksplorasi dan

pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tanpa mengubah sifat

asli materialnya. Contohnya teknologi pertanian' teknologi

proses pasca panen, budidaya perikanan, suplemen dan herbal'

dan teknoiogi Penambangan.

Kelompok Riset maju berbasis sumber daya alam mencakup

kajian Riset dengan melakukan rekayasa lanjut sehingga

mengubah sifat asli materialnya' Contohnya rekayasa genetika

untuk penciptaan bibit unggul, ekstrak senyawa untuk obat-

obatan, dan teknologi pengolahan mineral'

Kelompok Riset terapan manufaktur mencakup kajian Riset

rekayasa pendukung proses manufaktur tanpa mengubah sifat

asli materialnya. Contohnya teknologi pengemasan makanan'

proses kimia, dan pengolahan mineral jarang'

d. Kelompok Riset maju manufaktur mencakup kajian Riset

rekayasa lanjut pendukung proses manufaktur dengan

mengubah sifat asli materialnya' Contohnya bioplastik yang bisa

dikonsumsi, nanomaterial untuk kemasan hidrogen, material

baru untuk magnet permanen, dan teknologi informasi'

e. Kelompok Riset teknoiogi tinggi mencakup kajian Riset yang

bisa diaplikasikan tetapi membutuhkan penguasaan teknologi

lintas disiplin. Contohnya teknologi roket' radar' dan

pengembangan rudal.

f. Kelompok Riset rintisan terdepan mencakup kajian Riset yang

belum bisa langsung diaplikasikan, serta ditujukan untuk

menjawab keingintahuan ilmiah' Contohnya fisika energi tinggi'

eksplorasi bawah laut dalam, eksplorasi antariksa' dan

matematika lanjut'

Penjabaran
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Penjabaran tebih lanjut dan

akan dituangkan dalam PRN,

mendukung setiaP kelomPok

periode

termasuk penetapan fokus Riset yang

makro Riset.

5. Indikator Capaian Sasaran Tahun 2Ol7'2045

Untuk mengukur kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dan

dampaknya terhadap ekonomi nasional, ditetapkan target indikator

capaianSasaranuntuksetiapperiode5(lima)tahundalamkurun
tahun 2Ol7-2O45. Indikator capaian sasaran ini mencakup indikator

masukan,indikatorkeluaran,danindikatordampak'

Indikatormasukanterdiriatas2(dua)indikatoryang
merepresentasikanaspeksumberdayamanusia,dan2(dua)
indikatoryangmerepresentasikanaspekanggaran.Indikator
masukan tersebut merupakan prasyarat pencapaian indikator

keluaran.

Indikator keluaran diukur dari produktivitas sumber Daya

Manusia Iptek. Sedangkan indikator dampak mengacu pada

produktivitas multifaktor (Mutti Factor Productiuitg|, yaitu

produktivitas dari beberapa faktor produksi untuk menghasilkan

outputantaralaintenagakerja,modal,danperalatanproduksi.
Produktivitas multifaktor ini menunjukkan kontribusi makro ilmu

pengetahuandanteknologipadapertumbuhanekonominasional
sebagai efek berganda dari indikator keluaran' Indikator dampak

diukurdariterpenuhinyaproduktivitasmultifaktor'

DengandukunganindikatorcapaianSasaransebagaimana
disebutkan di atas, diharapkan dapat tercapai target indikator

capaian sasaran RIRN Tahun 2Ol7-2O45 secara kuantitatif

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel'

Tabel . .

bersifat teknis untuk setiap 
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Tabel

TargetlndikatorCapaianSasaranPeriode5(Lima)Tahunan

indikator CaPaian

Sasarart
2015

(Baseline)
2020 2025 2030 2035 2040 2045

3.200 4.800 6.400 8.000 8.600Jumlah Sumber DaYa

Manusia IPtek setiaP

sejuta penduduk
1.071 1.600

20

0,84

40 60 80 90 100Rasio kandidat Sumber
Daya Manusia lPtek (%)

5,6

1,68 2,52 3,36 4,2O 5,04

Alokasi anggaran Riset 
I

Pemerintah Pusat d* 
|

Pemerintah Daerah,l
serta swasta terhadaP
Produk Domestik Bruto
(%l

Produktivitas Sumber
Daya Manusia lPtek

(publikasi internasional
bereputasi/ 100 Sumber

I Daya Manusia lPtek)

o,20

2 4 8 10 t4 18 22

Froduktivitas
Multifaktor (%)

L6,7 20 30 40 50 60 70

Indikator .
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Indikator masukan aspek sumber daya manusia terdiri atas jumlah

Sumber Daya Manusia Iptek setiap sejuta penduduk dan rasio

kandidat Sumber Daya Manusia Iptek yang terdiri dari mahasiswa

program magister dan program doktor terhadap jumlah mahasiswa

program sarjana.

Produktivitas Sumber Daya Manusia Iptek berupa publikasi

internasional bereputasi setiap i00 (seratus) Sumber Daya

Manusia IPtek.

Produktivitas multifaktor adalah kontribusi pertumbuhan ekonomi

di luar pertumbuhan kapital dan tenaga kerja'

Rasio alokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

untuk Riset terhadap produk domestik bruto diupayakan sesuai

standar global bahw^ btla"5" penelitian dan pengembangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit

menyumbang 25o/o (duapuluh lima persen) dari rasio belanja Riset

bruto terhadap produk domestik bruto' Sisanya bersumber dari

swasta, baik dari dalam maupun luar negeri' Komposisi anggaran

belanja yang berasal dari swasta tersebut diharapkan terus

meningkat dari tahun ke tahun bersamaan dengan meningkatnya

anggaran belanja penelitian dan pengembangan secara total'

Sumber Daya Manusia Iptek atau kandidat Sumber Daya Manusia

Iptek yang secara nyata ierlibat aktif dalam Riset ditampilkan dalam

rasio terhadap 1 (satu) juta penduduk' Kecukupan jumlah Sumber

Daya Manusia Iptek m"r'p"ku" syarat mutlak bagi kegiatan Riset

agar mampu berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi'

khu"u"nya rasio kandidat Sumber Daya Manusia Iptek sangat

penting sebagai pelaksana utama Riset dalam bentuk ketersediaan

mahasiswa pasca sarjana yang berorientasi pada Riset sebagai

prasyarat untuk meniapatkan gelar magister dan doktor' Selain

sebagai
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sebagai kandidat Sumber Daya Manusia Iptek masa depan' sebagian

kandidat Sumber Daya Manusia Iptek ini berpotensi sebagai pelaku

ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di masa

mendatang.

Indikator produktivitas Sumber Daya Manusia Iptek diukur dari

rasio jumlah publikasi terindeks global terhadap jumlah peneliti'

Indikator ini sangat relevan karena pembuktian suatu invensi ilmu

pengetahuan dan teknologi ditentukan dari publikasi' sebelum

sebagian diantaranya berpo-tensi menjadi inovasi dan produk akhir'

Penetapan indicator capaian sasaran sebagaimana tercantum dalam

Tabel telah merepresentasikan target dan sasaran Riset secara

nasional, r".-""'k dampaknya teihadap pertumbuhan ekonomi

nasional.

G. PRIORITAS RISET NASIONAL

PRN merupakan rencana aksi dari RIRN untuk setiap 5 (lima) tahun

yang memua, p"."t'"tt'u"n Riset dan pelaksanaan operasional' PRN

mencakuP:

1. Fokus Riset, yaitu penjabaran bidang Riset

pelaksanaan oleh institusi pelaksana Riset

PRN.

2. TemaRiset, yaitu gagasan pokok Riset dari satu atau lebih fokus

Riset.

3. Topik Riset, yaitu gagasan turunan dari tema Riset yang

mendukung tercapainya satu tema Riset'

4. Institusi pelaksana, yaitu kementerian / lembaga/ pemerintah

daerah, badan peneliiia" dan pengembangan' dan perguruan tinggi

yang rnelaksanakan kegiatan dari sebuah topik Riset'

5. Target capaian, yaitu keluaran Riset berupa publikasi i-l.miah,
- 

ket 
"ay."rr'intelektual, dan kerja sama Riset yang harus dicapai

selama rentang kegiatan pelaksanaan Riset'

6. Rencana alokasi anggaran, yaitu alokasi anggaran yang

direncanakan selama rentang kegiatan pelaksanaan Riset'

yang menjadi fokus
pada setiaP Periode

Penetapan
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Penetapan fokus Riset pada setiap periode PRN mengacu pada 2 (dua)

pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Pendekatan top doun
dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Riset sesuai

dengan target dan arah kebijakan pemerintah. Sedangkan

pendekatan bottom up dilakukan dengan mempertimbangkan daftar

isian aktivitas Riset yang ditekuni oleh perguruan tinggi dan badan

penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaannya, fokus Riset dipertajam dengan

mengidentifikasi tema Riset dan topik Riset yang memiliki tingkat

kemanfaatan tinggi, yaitu untuk mengembangkan keilmuan,

khususnya pada bidang-bidang Riset yang menjadi kebutuhan

pembangunan dan industri, serta peningkatan produktivitas

ekonomi. Tema Riset merupakan gagasan pokok Riset dari satu atau

lebih fokus Riset, sementara topik Riset merupakan penjabaran lebih

spesifik atau gagasan turunan dari tema Riset yang mendukung

tercapainya satu tema Riset.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bid"rrg Pembangunan Manusia

dayaan,
Deputi Bi Perundang-undangan,







































































































 

SALINAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENDIDIKAN TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada 

Pemerintah untuk mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia; 

  b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa 

Indonesia yang berkelanjutan;  

  c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam 

menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan 

pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan 

intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang 

berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, 

berkarakter tangguh, serta berani membela 

kebenaran untuk kepentingan bangsa;  

d.  bahwa  . . . 
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  d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan 

pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh 

pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan 

kepentingan masyarakat bagi kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan 

penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, 

dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek 

demografis dan geografis; 

  e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan 

tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan 

kepastian hukum;  

  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Pendidikan Tinggi; 

Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

    

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. 

 

 

 

 

 

 
BAB I  . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.  

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program 

diploma, program sarjana, program magister, 

program doktor, dan program profesi, serta program 

spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  

3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan 

tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah 

untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu.  

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. 

5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji 

nilai intrinsik kemanusiaan.  

 

6.  Perguruan  . . . 
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6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 

7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat 

PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 

dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 

8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat 

PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 

dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 

9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya 

disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan 

Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan 

sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa 

dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

15.  Mahasiswa . . . 
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15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 

Pendidikan Tinggi. 

16. Masyarakat adalah kelompok warga negara 

Indonesia nonpemerintah yang mempunyai 

perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan 

Tinggi. 

17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan 

dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan 

metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau 

pendidikan vokasi.  

18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan 

standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 

ditambah dengan standar penelitian, dan standar 

pengabdian kepada masyarakat.  

19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan. 

22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang 

membidangi urusan pemerintahan di luar bidang 

pendidikan. 

23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 

selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga 

pemerintah pusat yang melaksanakan tugas 

pemerintahan tertentu. 

24.  Menteri  . . . 
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24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

 

Pasal 2 

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika.  

 

Pasal 3 

Pendidikan Tinggi berasaskan: 

a. kebenaran ilmiah;  

b. penalaran; 

c. kejujuran;  

d. keadilan; 

e. manfaat; 

f. kebajikan; 

g. tanggung jawab;  

h. kebhinnekaan; dan 

i. keterjangkauan. 

 

Pasal 4 

Pendidikan Tinggi berfungsi:  

a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;  

b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, 

responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan 

kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan 

c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 

Humaniora. 

 
 

 

Pasal 5  . . . 
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Pasal 5 

Pendidikan Tinggi bertujuan: 

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan 

berbudaya untuk kepentingan bangsa; 

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi 

kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa; 

c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

melalui Penelitian yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia; dan 

d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 

penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat 

dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 
BAB II 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI   

 
Bagian Kesatu 

Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi 

  
Pasal 6 

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: 

a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; 

b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan 

kesatuan bangsa;                                              

c.  pengembangan . . . 
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c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan 

kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika; 

d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang 

berlangsung sepanjang hayat; 

e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas 

Mahasiswa dalam pembelajaran; 

f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan 

memperhatikan lingkungan secara selaras dan 

seimbang; 

g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan 

minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; 

h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka 

dan multimakna; 

i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang 

mampu secara ekonomi;  dan 

j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui 

peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan Pendidikan Tinggi. 

 

Pasal 7 

(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi. 

(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, 

pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan 

koordinasi. 

(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi meliputi:  

a. kebijakan umum dalam pengembangan dan 

koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan 

tujuan Pendidikan Tinggi; 

b.  penetapan . . . 
DISTRIBUSI II 



 

- 9 - 

   

 

b. penetapan kebijakan umum nasional dan 

penyusunan rencana pengembangan jangka 

panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan 

Tinggi yang berkelanjutan; 

c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, 

keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan 

akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; 

d. pemantapan dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber 

daya Perguruan Tinggi; 

e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali 

pendidikan tinggi keagamaan; 

f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan 

pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk 

mengembangkan Pendidikan Tinggi; 

g. pembentukan dewan, majelis,  komisi,  dan/atau 

konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk 

merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan 

Tinggi; dan 

h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin 

pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan 

Tinggi.   

(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi 

keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang 

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agama.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan 

wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

 

Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 

Paragraf 1 

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 

Otonomi Keilmuan 

 

Pasal 8 

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan.  

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau 

penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di 

Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi 

Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan 

difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.   

 

Pasal 9 

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas 

Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk 

mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui 

pelaksanaan Tridharma.  

 

 

(2)  Kebebasan . . . 
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(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor 

dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa 

ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan 

dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.  

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas 

Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi dalam menemukan, 

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau 

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, 

metode keilmuan, dan budaya akademik. 

 

Paragraf 2 

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 

Pasal 10 

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan 

kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu 

Pengetahuan yang disusun secara sistematis.  

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. rumpun ilmu agama; 

b. rumpun ilmu humaniora;      

c. rumpun ilmu sosial;    

d. rumpun ilmu alam;    

e. rumpun ilmu formal; dan   

f. rumpun ilmu terapan.   

(3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau 

disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui 

Tridharma.  

Paragraf  3 . . . 
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Paragraf 3 

Sivitas Akademika  

 

Pasal 11 

(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang 

memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan 

budaya akademik. 

(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, 

norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas 

Pendidikan Tinggi. 

(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi 

sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, 

antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, 

tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. 

(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran 

ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan 

Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah. 

(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan 

mengembangkan budaya akademik dengan 

memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan 

paradigma moral.  

 

Pasal 12 

(1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki 

tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada 

Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif 

mengembangkan potensinya.  

(2)  Dosen . . . 
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(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas 

mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah serta menyebarluaskannya.  

(3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib 

menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan 

oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah 

sebagai salah satu sumber belajar dan untuk 

pengembangan budaya akademik serta pembudayaan 

kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika. 

 

Pasal 13 

(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika 

diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki 

kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri 

di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, 

ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. 

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara aktif mengembangkan potensinya dengan 

melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran 

ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan 

pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, 

intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang 

berbudaya.  

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan 

mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta 

bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. 

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan 

kemampuannya. 

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan 

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan 

tidak melebihi ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.  

(6)  Mahasiswa . . . 
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(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati 

norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin 

terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya 

akademik. 

 

Pasal 14 

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan 

kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses 

Pendidikan.  

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.  

 

Bagian Ketiga 

Jenis Pendidikan Tinggi 

 

Paragraf 1 

Pendidikan Akademik  

 

Pasal 15 

(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi 

program sarjana dan/atau program pascasarjana 

yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan 

cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

(2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan 

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada dalam tanggung jawab Kementerian.  

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Pendidikan Vokasi 

 

Pasal 16 

(1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi 

program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk 

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan. 

(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada          

ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai 

program magister terapan atau program doktor 

terapan. 

(3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan 

vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian. 

 

Paragraf 3 

Pendidikan Profesi  

 

Pasal 17                                       

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi 

setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa 

dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 

keahlian khusus. 

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada            

ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi 

dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian 

lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang 

bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.  

 

 

 

 

 

 
Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 

Program Pendidikan Tinggi 

 

Paragraf 1 

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor 

 

Pasal 18 

(1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik 

yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan 

menengah atau sederajat sehingga mampu 

mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

melalui penalaran ilmiah. 

(2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau 

ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki 

dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu 

mengembangkan diri menjadi profesional. 

(3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik minimum lulusan program 

magister atau sederajat.  

(4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar 

sarjana.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 19 

(1) Program magister merupakan pendidikan akademik 

yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana 

atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.  

 

 
(2)  Program . . . 
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(2) Program magister sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi 

intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu 

memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja 

serta mengembangkan diri menjadi profesional.  

(3) Program magister wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 

yang sederajat. 

(4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar 

magister. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 20 

(1) Program doktor merupakan pendidikan akademik 

yang diperuntukkan bagi lulusan program magister 

atau sederajat sehingga mampu menemukan, 

menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi 

kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan 

penelitian ilmiah. 

(2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa 

untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian sebagai filosof 

dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan 

menghasilkan dan/atau mengembangkan teori 

melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat 

untuk memajukan peradaban manusia. 

(3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 

yang sederajat. 

 

(4)  Lulusan  . . . 
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(4) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar 

doktor. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Paragraf 2 

Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan 

 
Pasal 21 

(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang 

diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah 

atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan 

dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi. 

(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada             

ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang 

terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

(3) Program diploma sebagaimana dimaksud  pada           

ayat (2) terdiri atas program: 

a. diploma satu; 

b. diploma dua; 

c. diploma tiga; dan 

d. diploma empat atau sarjana terapan. 

(4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada          

ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi 

akademik minimum lulusan program magister atau 

sederajat.  

(5) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 

menggunakan instruktur yang berkualifikasi 

akademik minimum lulusan diploma tiga atau 

sederajat yang memiliki pengalaman.  

(6)  Lulusan  . . . 
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(6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar 

ahli atau sarjana terapan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma 

diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Pasal 22 

(1) Program magister terapan merupakan kelanjutan 

pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan 

program sarjana terapan atau sederajat untuk 

mampu mengembangkan dan mengamalkan 

penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 

(2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi 

ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.   

(3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 

yang sederajat. 

(4) Lulusan program magister terapan berhak 

menggunakan gelar magister terapan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister 

terapan diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 23 

(1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi 

lulusan program magister terapan atau sederajat 

untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau 

memberikan kontribusi bagi penerapan, 

pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah. 

 

(2)  Program  . . . 
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(2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengembangkan dan memantapkan 

Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai 

ahli dan menghasilkan serta mengembangkan 

penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

penelitian yang komprehensif dan akurat dalam 

memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. 

(3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau 

yang sederajat. 

(4) Lulusan program doktor terapan berhak 

menggunakan gelar doktor terapan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor 

terapan diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Paragraf 3 

Program Profesi dan Program Spesialis  

 

Pasal 24 

(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian 

khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program 

sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat 

dan kemampuan memperoleh kecakapan yang 

diperlukan dalam dunia kerja. 

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang 

bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 

LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung 

jawab atas mutu layanan profesi. 

(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyiapkan profesional.  

 

(4)  Program  . . . 
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(4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik minimum lulusan program 

profesi dan/atau lulusan program magister atau yang 

sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat            

2 (dua) tahun. 

(5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar 

profesi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 25 

(1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian 

lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan 

bagi lulusan program profesi yang telah 

berpengalaman sebagai profesional untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi 

spesialis.  

(2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada            

ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi 

bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, 

LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung 

jawab atas mutu layanan profesi. 

(3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada                

ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam 

cabang ilmu tertentu. 

(4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang 

berkualifikasi akademik minimum lulusan program 

spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang 

sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat            

2 (dua) tahun. 

(5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar 

spesialis.  

 

(6)  Ketentuan  . . . 

DISTRIBUSI II 



 

- 22 - 

   

 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Paragraf 4 

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi 

 

Pasal 26 

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik. 

(2) Gelar akademik terdiri atas:  

a. sarjana; 

b. magister; dan    

c. doktor.   

(3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi. 

(4) Gelar vokasi terdiri atas: 

a. ahli pratama;  

b. ahli muda;  

c. ahli madya;  

d. sarjana terapan; 

e. magister terapan; dan 

f. doktor terapan. 

(5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan profesi.  

(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan 

Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau 

organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap 

mutu layanan profesi. 

(7) Gelar profesi terdiri atas:  

a. profesi; dan  

b. spesialis.  

(8)  Ketentuan  . . . 
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, 

gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 27 

(1) Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang 

memiliki program doktor berhak memberikan gelar 

doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak 

memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-

jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang 

kemanusiaan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor 

kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 28 

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya 

digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang 

dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar 

vokasi, atau gelar profesi. 

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya 

dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan 

yang diterima dari Perguruan Tinggi. 

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah 

dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang 

tidak terakreditasi; dan/atau 

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan 

gelar akademik dan gelar vokasi.  

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh 

Menteri apabila dikeluarkan oleh: 

a.  Perguruan  . . . 
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a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang 

tidak terakreditasi; dan/atau 

b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang 

tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.  

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi 

dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan 

Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk 

memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar 

profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau 

plagiat. 

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 

memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar 

profesi.  

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan 

gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. 

 

Bagian Kelima 

Kerangka Kualifikasi Nasional 

 

Pasal 29 

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan 

penjenjangan capaian pembelajaran yang 

menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, 

nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam 

rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 

struktur pekerjaan diberbagai sektor. 

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan 

kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan 

vokasi, dan pendidikan profesi. 

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 

 

Bagian Keenam . . .  
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Bagian Keenam 

Pendidikan Tinggi Keagamaan 

 

Pasal 30 

(1) Pemerintah atau Masyarakat dapat 

menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.  

(2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah 

tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma’had aly, 

pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi 

keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Ketujuh 

Pendidikan Jarak Jauh 

 

Pasal 31 

(1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar 

mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui 

penggunaan berbagai media komunikasi. 

(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan: 

a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada 

kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti 

Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan 

b. memperluas akses serta mempermudah layanan 

Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan 

pembelajaran.  

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam 

berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung 

oleh sarana dan layanan belajar serta sistem 

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(4)  Ketentuan . . .  
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

Bagian Kedelapan 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 

 

Pasal 32 

(1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui 

pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa.  

(2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan 

melalui pendidikan layanan khusus dan/atau 

pembelajaran layanan khusus.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang 

melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan 

khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kesembilan 

Proses Pendidikan dan Pembelajaran 

 
Paragraf 1 

Program Studi  

 
Pasal 33 

(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program 

Studi.  

(2)  Program . . .  
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(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.  

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri 

setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.  

(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit 

pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.  

(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin 

penyelenggaraan. 

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat 

jangka waktu akreditasinya berakhir.  

(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut 

izinnya oleh Menteri.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode 

pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  

pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 34 

(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama 

Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di 

luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di 

provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan 

Tinggi setempat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi 

dan/atau di luar kampus utama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

 Paragraf  2  . . .  
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Paragraf 2 

Kurikulum 

 

Pasal 35 

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.  

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan 

Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang 

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, 

akhlak mulia, dan keterampilan. 

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: 

a. agama;  

b. Pancasila;  

c. kewarganegaraan; dan  

d. bahasa Indonesia. 

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan 

kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan untuk program sarjana dan program 

diploma. 

 

Pasal 36 

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama 

Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 

organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu 

layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

Paragraf  3  . . .  
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Paragraf 3 

Bahasa Pengantar 

 

Pasal 37  

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib 

menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi. 

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa 

pengantar dalam program studi bahasa dan sastra 

daerah. 

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa 

pengantar di Perguruan Tinggi. 

 

Paragraf 4 

Perpindahan dan Penyetaraan 

 

Pasal 38  

(1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar: 

a. Program Studi pada program Pendidikan yang 

sama;  

b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau 

c. Perguruan Tinggi. 

(2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Menteri.  

 

Pasal 39  

(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan 

profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada 

pendidikan akademik melalui penyetaraan.  

(2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan 

pendidikannya pada pendidikan vokasi atau 

pendidikan profesi melalui penyetaraan. 

(3)  Ketentuan . . .  
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan 

pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

penyetaraan lulusan pendidikan akademik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

  

Pasal 40 

(1) Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat 

mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah 

melalui penyetaraan. 

(2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan 

Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada              

ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Paragraf 5 

Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana 

 

Pasal 41  

(1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi 

wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh 

Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang 

dikembangkan. 

(2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat digunakan secara bersama oleh beberapa 

Perguruan Tinggi. 

(3) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana 

untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan 

Mahasiswa. 

 

 

 
Paragraf  6 . . .  
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Paragraf 6 

Ijazah 

 

Pasal 42  

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik 

dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap 

prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program 

studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh 

Perguruan Tinggi.  

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat 

Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh 

lulusan Pendidikan Tinggi.  

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya 

ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang 

terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, 

ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut 

oleh Perguruan Tinggi. 

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 

memberikan ijazah. 

 

Paragraf 7 

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi 

 

Pasal 43 

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk 

melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan 

pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 

Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, 

Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi 

yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, 

dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2)  Sertifikat . . .  
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(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan 

Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 

organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap 

mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 

memberikan sertifikat profesi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 44  

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan 

kompetensi atas prestasi lulusan yang  sesuai dengan 

keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki 

prestasi di luar program studinya. 

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja 

sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, 

atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada 

lulusan yang lulus uji kompetensi.  

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk 

memperoleh pekerjaan tertentu. 

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara 

Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang 

memberikan sertifikat kompetensi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi 

diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Bagian Kesepuluh. . .  
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Bagian Kesepuluh 

Penelitian 

 

Pasal 45 

(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

daya saing bangsa. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan 

kompetisi. 

 

Pasal 46 

(1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:   

a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 

pembelajaran; 

b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan 

peradaban bangsa;  

c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya 

saing bangsa; 

d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan 

nasional; dan 

e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi 

Masyarakat berbasis pengetahuan. 

(2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan 

oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang 

bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau 

membahayakan kepentingan umum. 

(3)  Hasil . . .  
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(3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan 

dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang 

dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, 

dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber 

belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh 

Pemerintah.   

 

Bagian Kesebelas 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pasal 47 

(1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan 

Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan 

membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

(2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai 

bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, 

keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas 

Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 

(3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan 

sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau 

untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas 

Akademika.  

(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan 

dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang 

dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, 

dan/atau teknologi tepat guna. 

 

Bagian Keduabelas . . .  
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Bagian Keduabelas 

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Pasal 48 

(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja 

sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan 

Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan 

Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 

mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat 

Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi.  

(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas 

Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK. 

(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan 

antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi 

dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang 

Penelitian. 

 

Bagian Ketigabelas 

Pelaksanaan Tridharma  

 

Pasal 49 

(1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi 

pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program 

Pendidikan Tinggi. 

(2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan 

kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

Bagian Keempatbelas . . .  
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Bagian Keempatbelas 

Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi 

 

Pasal 50 

(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi 

merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian 

dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik 

untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa 

kehilangan nilai-nilai keindonesiaan. 

(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada 

prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan 

mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 

nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi 

kehidupan manusia. 

(3) Kerja sama internasional mencakup bidang 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan 

Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, 

melalui:  

a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di 

Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara 

lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan 

yang bermutu; 

b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya 

lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar 

negeri; dan 

c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri. 

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama 

internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri. 

 

 

 
BAB III . . .  
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BAB III 

PENJAMINAN MUTU  

 

Bagian Kesatu 

Sistem Penjaminan Mutu 

 

Pasal 51 

(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan 

Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang 

mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 

menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. 

(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan 

mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan 

Pendidikan bermutu.  

 

Pasal 52 

(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan 

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan Tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan.  

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada              

ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar 

Pendidikan Tinggi. 

(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu 

Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan 

pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

 

 

Pasal 53 . . .  
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Pasal 53  

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:  

a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan 

oleh Perguruan Tinggi; dan 

b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan 

melalui akreditasi. 

 

Bagian Kedua 

Standar Pendidikan Tinggi 

 

Pasal 54 

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:  

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 

ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan 

yang bertugas menyusun dan mengembangkan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan  

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 

setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan 

standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 

ditambah dengan standar penelitian, dan standar 

pengabdian kepada masyarakat.  

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan 

dengan memperhatikan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan 

untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.  

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar 

dalam bidang akademik dan nonakademik yang 

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar 

Pendidikan Tinggi secara berkala. 

(7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian 

Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat. 

(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Akreditasi  

 

Pasal 55 

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk menentukan kelayakan Program 

Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem 

akreditasi. 

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk 

akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga 

akreditasi mandiri.  

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan 

Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan 

Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas 

rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi. 
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(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu 

dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan 

kewilayahan.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi 

mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

 

Bagian Keempat 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

 

Pasal 56 

(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan 

kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara 

nasional.  

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber 

informasi bagi: 

a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi;  

b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, 

perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan 

evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program 

Studi dan Perguruan Tinggi; dan 

c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program 

Studi dan Perguruan Tinggi. 

(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan 

dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga 

yang ditunjuk oleh Kementerian. 

(4)  Penyelenggara . . .  
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(4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan 

data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi  

serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. 

 

Bagian Kelima 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

 

Pasal 57 

(1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan 

satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi 

membantu peningkatan mutu penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi. 

(2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri. 

(3) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

kebutuhan.  

(4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

BAB IV 

PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Kesatu 

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi 

 

Pasal 58 

(1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran 

sebagai: 

a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; 

b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; 

c.  pusat . . .  
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c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi; 

d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk 

mencari dan menemukan kebenaran; dan  

e. pusat pengembangan peradaban bangsa. 

(2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta 

Perguruan Tinggi. 

 

Bagian Kedua 

Bentuk Perguruan Tinggi  

 

Pasal 59 

(1) Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: 

a. universitas; 

b. institut; 

c. sekolah tinggi; 

d. politeknik; 

e. akademi; dan 

f. akademi komunitas. 

(2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan 

jika memenuhi syarat, universitas dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi. 

(3) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah 

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi. 

(4)  Sekolah . . .  
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(4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu 

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi 

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 

(5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan 

jika memenuhi syarat, politeknik dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi. 

(6) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu 

atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi tertentu. 

(7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat 

diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau 

beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal 

atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. 

 

Bagian Ketiga 

Pendirian Perguruan Tinggi 

 

Pasal 60 

(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.  

(2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk 

badan penyelenggara berbadan hukum yang 

berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 

(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan 

bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Perguruan . . .  
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(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi 

standar minimum akreditasi. 

(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. 

(6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh 

menteri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan 

PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin 

PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Keempat 

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi 

  

Pasal 61 

(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja 

Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan 

kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber 

daya.  

(2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:  

a. penyusun kebijakan; 

b. pelaksana akademik; 

c. pengawas dan penjaminan mutu; 

d. penunjang akademik  atau sumber belajar; dan 

e. pelaksana administrasi atau tata usaha. 

(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur 

dalam Statuta Perguruan Tinggi.  

 

 

 

 
Bagian Kelima  . . .  
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Bagian Kelima 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

 

Pasal 62 

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 

Tridharma. 

(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan 

Tinggi. 

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi 

untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh 

Perguruan Tinggi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan 

tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk 

melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 63 

Otonomi pengelolaan Perguruan  Tinggi dilaksanakan 

berdasarkan prinsip:  

a. akuntabilitas;  

b. transparansi;  

c. nirlaba; 

d. penjaminan mutu; dan 

e.  efektivitas dan efisiensi. 

 

Pasal 64 

(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik 

dan bidang nonakademik. 

(2)  Otonomi . . .  
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(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penetapan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan Tridharma. 

(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penetapan norma dan kebijakan operasional serta 

pelaksanaan: 

a. organisasi;  

b. keuangan; 

c.  kemahasiswaan; 

d. ketenagaan; dan 

f.  sarana prasarana. 

 

Pasal 65 

(1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat 

diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja 

oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau 

dengan membentuk PTN badan hukum untuk 

menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.  

(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan 

pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada           

ayat (1) memiliki: 

a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang 

dipisahkan kecuali tanah;  

b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara 

mandiri; 

c. unit  . . .  
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c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan 

transparansi; 

d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, 

dan akuntabel; 

e. wewenang mengangkat dan memberhentikan 

sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; 

f. wewenang mendirikan badan usaha dan 

mengembangkan dana abadi; dan 

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, 

dan menutup Program Studi.  

(4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN 

badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi 

Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat. 

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 66 

(1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(2) Statuta PTN badan hukum ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

(3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan 

badan penyelenggara. 

 

Pasal 67 

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan 

penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 68 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan 

Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 

65 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam . . .  
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Bagian Keenam 

Ketenagaan 

 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Penempatan 

 

Pasal 69 

(1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas: 

a. Dosen; dan  

b. tenaga kependidikan.  

(2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di 

Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan 

penyelenggara. 

(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau 

prestasi  luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 70 

(1) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga 

kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga 

kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan 

berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan 

kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  Menteri . . .  
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(4) Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. 

(5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian 

insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 71 

(1) Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas 

persetujuan Pemerintah. 

(2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada 

Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan 

akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan 

kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen 

tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Menteri.  

 

Paragraf 2 

Jenjang Jabatan Akademik 

      

Pasal 72 

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas 

asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.   

(2)  Jenjang . . .  
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(2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur 

dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan 

Tinggi. 

(3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 

(sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki 

publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau 

yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan 

dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik 

profesor. 

(4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan 

akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) 

tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan 

profesi serta tunjangan kehormatan. 

(5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan 

kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan 

akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi. 

(6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian 

tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan 

pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar 

biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketujuh 

Kemahasiswaan 

 

Paragraf 1 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

Pasal 73 

(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap 

Program Studi dapat dilakukan melalui pola 

penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk 

lain.  

(2)  Pemerintah . . .  
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(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang 

akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru 

secara nasional. 

(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada             

ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik 

wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.  

(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara 

jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program 

Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen 

dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber 

daya pendidikan lainnya. 

(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi 

merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan 

dengan tujuan komersial. 

(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap 

Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau 

dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru 

PTN secara nasional. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan 

Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 74 

(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa  

yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang 

mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari 

daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk 

diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar 

pada semua Program Studi.  

(2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, 

dan/atau Masyarakat. 

Pasal 75 . . .  
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Pasal 75 

(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi 

Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.  

(2) Penerimaan Mahasiswa warga negara asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan: 

a. kualifikasi akademik; 

b. Program Studi; 

c. jumlah Mahasiswa; dan 

d. lokasi Perguruan Tinggi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 

penerimaan Mahasiswa warga negara asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

Paragraf 2 

Pemenuhan Hak Mahasiswa 

 

Pasal 76 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan 

Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang 

kurang mampu secara ekonomi untuk dapat 

menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan 

akademik.  

(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: 

a. beasiswa  kepada Mahasiswa berprestasi;  

b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; 

dan/atau 

c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi 

setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.  

 

(3)  Perguruan . . .  
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(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan 

Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung 

oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai 

dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua 

Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak 

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

Paragraf 3 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

Pasal 77 

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi 

kemahasiswaan. 

(2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki 

fungsi untuk: 

a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam 

mengembangkan bakat, minat, dan potensi 

Mahasiswa;  

b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, 

keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa 

kebangsaan;  

c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan 

Mahasiswa; dan 

d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan 

Tinggi. 

(4) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana 

serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi 

kemahasiswaan. 

(5)  Ketentuan . . .  
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(5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan 

diatur dalam statuta perguruan tinggi. 

 

Bagian Kedelapan 

Akuntabilitas Perguruan Tinggi  

 

Pasal 78 

(1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada 

Masyarakat yang terdiri atas: 

a. akuntabilitas akademik; dan 

b. akuntabilitas nonakademik.  

(2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem 

pelaporan tahunan. 

(4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi 

dipublikasikan kepada Masyarakat. 

(5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kesembilan 

Pengembangan Perguruan Tinggi 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 79 

(1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan 

Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia 

usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah, 

dan/atau pihak lain. 

(2)  Pemerintah . . .  
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(2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan 

informasi Pendidikan Tinggi. 

(3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan 

berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan 

Tinggi.  

(4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran 

terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas 

Akademika. 

(5) Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan 

Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

 

Paragraf 2 

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi 

 

Pasal 80 

(1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat 

unggulan pada  Perguruan Tinggi. 

(2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) 

PTN berbentuk universitas, institut, dan/atau 

politeknik di setiap provinsi. 

(3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan 

potensi unggulan daerah untuk mendukung 

kebutuhan pembangunan nasional. 

 

Pasal 81 

(1) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah 

mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 

(satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai 

dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota 

dan/atau di daerah perbatasan. 

 

(2)  Akademi . . .  
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(2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah 

untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Pasal 82 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan 

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 

sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

BAB V 

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

 

Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan 

Tinggi 

 

Pasal 83 

(1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi 

yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan 

dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 84 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan 

Pendidikan Tinggi. 

(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam 

bentuk:  

 

a.  hibah . . .  
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a. hibah;  

b. wakaf;  

c. zakat;  

d. persembahan kasih; 

e. kolekte; 

f. dana punia; 

g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;   

h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau 

i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 85 

(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam 

pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama 

pelaksanaan Tridharma. 

(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber 

dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh 

Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, 

orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang 

membiayainya. 

 

Pasal 86 

(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia 

industri dengan aktif memberikan bantuan dana 

kepada Perguruan Tinggi. 

(2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha 

dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang 

memberikan bantuan atau sumbangan 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 
Pasal 87 . . .  
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Pasal 87 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan 

hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan 

Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan 

Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pembiayaan dan Pengalokasian 

 

Pasal 88 

(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya 

operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan 

mempertimbangkan:  

a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

b. jenis Program Studi; dan 

c. indeks kemahalan wilayah. 

(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN. 

(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh 

PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

Mahasiswa.  

(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua 

Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan 

biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Menteri. 

 

Pasal 89 . . .  
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Pasal 89 

(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan 

untuk: 

a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga 

kependidikan, serta investasi dan pengembangan; 

b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, 

tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan 

pengembangan; dan  

c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk 

mengikuti Pendidikan Tinggi. 

(2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan 

dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme 

pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

(4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah 

daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di 

daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan 

daerah. 

(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan 

operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.  

(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. 

(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dikelola oleh Kementerian. 
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BAB VI 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH 

LEMBAGA NEGARA LAIN  

 

Pasal 90 

(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau 

diakui di negaranya.  

(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program 

Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi 

lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).  

(4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib:  

a. memperoleh izin Pemerintah; 

b. berprinsip nirlaba; 

c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia 

atas izin Pemerintah; dan 

d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan 

warga negara Indonesia. 

(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung 

kepentingan nasional.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi 

lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 
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BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 91 

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan 

Pendidikan Tinggi. 

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara:  

a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi 

profesi, dunia usaha, dan dunia industri;  

b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan 

Pendidikan kepada Mahasiswa; 

c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi 

melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya 

masyarakat;  

d. menyelenggarakan PTS bermutu;  

e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat 

Mahasiswa;  

f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada 

Mahasiswa; 

g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung 

jawab sosial perusahaan; 

h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat; 

i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan 

Tridharma; dan/atau 

j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 92 

(1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 

ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 

ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 

ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 

ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 

33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 

41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 

73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76           

ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) 

dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan 

dari Pemerintah; 

c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan 

Pendidikan; 

d. penghentian pembinaan; dan/atau  

e. pencabutan izin. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 93 

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan 

Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), 

Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44  ayat (4), 

Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 
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BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 94 

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain 

dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 95 

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, 

akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi. 

 

Pasal 96 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi harus sudah 

dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 97 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin 

penyelenggaraan Program Studi yang sudah 

diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.  

b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan 

dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat  

2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

c. pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik 

Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik 

Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi 

yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola 

pengelolaan keuangan badan layanan umum 

ditetapkan sebagai PTN badan hukum dan harus 

menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini 

paling lambat 2 (dua) tahun. 

d. pengelolaan . . .  
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d. pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan 

Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 98 

(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini 

harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun 

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.  

(2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme 

pendanaan PTN badan hukum ditetapkan paling 

lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

 

Pasal 99 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20  

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan 

Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini. 

 

Pasal 100 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 10 Agustus 2012 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

        ttd.  
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Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 10 Agustus 2012 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENDIDIKAN TINGGI 

  

 

I.    UMUM 

  

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. 

  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu 

pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia.    
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Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas 

kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang 

sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih 

memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi 

dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk 

pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.  

  

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat 

dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka 

menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis 

Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu 

menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia.  

 

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari 

persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa 

lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing 

bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, 

diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma 

pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau 

profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan 

berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi 

kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan 

dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan 

Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam 

cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi 

kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia. 

 

  

Perguruan . . .  
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Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan 

Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki 

otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar 

dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan 

Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta 

otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat 

mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang 

berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu 

melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia 

dalam pergaulan internasional.   

 

Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2  

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Huruf a 

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah 

pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas penalaran” adalah 

pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

mengutamakan kegiatan berpikir. 

 

Huruf  c  . . .  

DISTRIBUSI II 



 

- 4 - 

   

 

 Huruf c  

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah 

pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik 

Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan 

data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi sebagaimana adanya. 

  Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah 

Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama 

kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang 

suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang 

sosial dan ekonomi. 

 Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan 

Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia.  

 Huruf f 

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah 

Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, 

keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas 

Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara.  

  Huruf g 

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah 

Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta 

mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan 

menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan 

bangsa serta peraturan perundang-undangan. 

 Huruf h 

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah  

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai 

cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan  

memperhatikan dan menghormati kemajemukan 

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 Huruf  i  . . .  
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 Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah 

bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya 

Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai 

dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak 

yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang 

memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh 

Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.  

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi 

dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu 

meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang 

maju. 

Pasal 6 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf  e  . . .  
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat 

fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan 

waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan 

jenis Pendidikan (multi entry multi exit system).  

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah Pendidikan 

yang diselenggarakan dengan berorientasi pada 

pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan 

kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan 

akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah 

sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang 

dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari 

pengaruh politik praktis. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 9  . . .  
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Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan 

wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan 

dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen 

yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. 

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada 

Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang 

membimbing calon doktor. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu 

Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang 

ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci 

agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, 

ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat 

dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu 

pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan 

agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu 

pendidikan agama Budha, ilmu penerangan 

agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu 

pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan 

agama Katholik, teologi, misiologi, konseling 

pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu 

Cu.  

Huruf  b  . . .  
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Huruf b 

Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun 

Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 

nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, 

antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, 

ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni 

rupa. 

Huruf c 

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu 

Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 

hubungan antar manusia dan berbagai fenomena 

Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, 

antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, 

ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi. 

Huruf d 

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu 

Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam 

semesta selain manusia, antara lain ilmu 

angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan 

ilmu fisika. 

Huruf e 

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu 

Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami 

sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, 

logika, matematika, statistika, dan sistema.  

Huruf f 

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan 

mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia 

antara lain pertanian, arsitektur dan 

perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, 

kehutanan dan lingkungan, keluarga dan 

konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, 

media massa dan komunikasi, hukum, 

perpustakaan dan permuseuman, militer, 

administrasi publik, pekerja sosial, dan 

transportasi. 

Ayat (3)  . . .  
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, 

tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama berkoordinasi dengan Menteri. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah 

pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi 

profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja 

tinggi.  

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan 

Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang 

bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar 

memenuhi syarat kompetensi profesinya.  

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup 

pendidikan profesinya. 

 

Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 

dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan 

standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, 

penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan 

uji kompetensi. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan 

perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, 

norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20  . . .  
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Pasal 20 

Ayat (1) 

Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan 

luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program 

magister tanpa harus lulus program magister terlebih 

dahulu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi 

dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (7)  . . .  
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Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1)  

Mahasiswa program magister terapan yang memiliki 

kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program 

doktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun 

mengikuti program magister tanpa harus lulus program 

magister terlebih dahulu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Program profesi merupakan tanggung jawab dan 

kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 

dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 

mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi 

hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan 

Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau 

organisasi profesi.  

Program  . . .  
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Program profesi dapat menggunakan nama lain yang 

sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, 

apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan 

sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 

dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 

mutu layanan profesi. 

 Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang 

sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program 

dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur 

profesional pratama, madya, dan utama, sesuai 

ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, 

dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas 

mutu layanan profesi. 

 Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (6)  . . .  
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Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.   

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang 

disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi 

akuntan disingkat Akt.  

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31  . . .  
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Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama 

diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agama. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan 

ilmu agama dilakukan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama. 

Ayat (8) 

Cukup jelas.  

Pasal 34 

Cukup jelas. 

   

 

Pasal 35  . . .  
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Pasal 35 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” 

adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” 

adalah Pendidikan untuk memberikan 

pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa 

mengenai ideologi bangsa Indonesia.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “mata kuliah 

kewarganegaraan” adalah pendidikan yang 

mencakup Pancasila,  Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa 

menjadi warga negara yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah 

serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai 

tujuan Program Studi.  

Yang  . . .  
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Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara 

terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian 

kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua 

satuan kredit semester. 

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai 

penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu 

atau dua satuan kredit semester. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 36  

Cukup jelas.  

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam 

semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, 

rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, 

museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  . . .  
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain 

sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi 

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

meneyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik 

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai guru dan dosen.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya” 

adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh 

Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong 

rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian 

praktis lainnya. 

Yang dimaksud dengan “prestasi di luar program 

studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan 

langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa 

kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik  

mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan 

sebagainya. 

 

Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakan 

berdasarkan jalur kompetensi” adalah Penelitian yang 

diberikan kepada Dosen yang memiliki kualifikasi 

akademik lulusan program doktor tanpa melalui 

kompetisi. 

Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur 

kompetisi” adalah Penelitian yang diberikan kepada 

Dosen dengan cara berkompetisi.  

Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah 

Penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah. 

 

 
Yang  . . .  

DISTRIBUSI II 



 

- 20 - 

   

 

Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat 

rahasia, menganggu, dan/atau membahayakan 

kepentingan umum”  adalah Penelitian yang sifat dan 

hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan 

negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, 

dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. 

 

Dipublikasikan artinya bahwa hasil Penelitian dimuat 

dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku 

yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau 

penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book 

Number (ISBN). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas.  

Pasal 50 

Cukup Jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 54  . . .  
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Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” 

adalah kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik 

atau profil Perguruan Tinggi di wilayah tertentu. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 Pasal 60 

Ayat (1)            

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan 

keagamaan mendapatkan izin menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama. 

Yang  . . .  
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Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip 

kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, 

sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus 

ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk 

meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 

Pendidikan.  

Ayat (3)            

Cukup jelas.  

Ayat (4)            

Cukup jelas. 

Ayat (5)            

Cukup jelas. 

Ayat (6)            

Cukup jelas. 

Ayat (7)            

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah 

kemampuan dan komitmen untuk 

mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang 

dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku 

kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan  

perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat 

diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, 

kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. 

Huruf  b   . . .  
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah 

keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang 

relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku 

kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip 

kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, 

sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus 

ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk 

meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 

pendidikan.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu” 

adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan 

Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui 

standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah 

kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya 

dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat 

sasaran dan tidak terjadi pemborosan.  

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3)  . . .  
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Ayat (3) 

Huruf a 

PTN Badan Hukum dapat memanfaatkan 

kekayaan berupa tanah dan hasil 

pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN Badan 

Hukum. 

 

Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat 

dipindahtangankan atau dijaminkan kepada 

pihak lain.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya 

milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada 

perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi 

Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung 

jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi 

atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan 

oleh PTN badan hukum. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 66  . . .  
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Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Ayat (1) 

Huruf a 

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak 

tetap. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” 

adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan 

diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan 

teknisi, serta pranata teknik informasi.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian 

dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk 

memenuhi Dosen pada semua program Pendidikan Tinggi 

terutama pada program diploma satu dan program 

diploma dua. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

dimaksud adalah undang-undang yang mengatur 

mengenai guru dan dosen. 

 

Pasal 70  . . .  
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Pasal 70 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang 

gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, 

penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta 

maslahat tambahan sesuai dengan undang-undang yang 

mengatur mengenai guru dan dosen. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah Dosen yang 

tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri 

sipil/bukan aparatur sipil negara). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73  . . .  
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Pasal 73 

Ayat (1) 

Pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk 

lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan 

program diploma. 

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah pola 

penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara 

mandiri oleh Perguruan Tinggi.  

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Ayat (1)   

Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah 

dukungan biaya Pendidikan yang diberikan 

kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau 

menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan 

pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi 

akademik. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya 

pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan 

yang diberikan kepada Mahasiswa untuk 

mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan 

Tinggi berdasarkan pertimbangan utama 

keterbatasan kemampuan ekonomi. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa 

bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh 

Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti 

dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi 

dengan kewajiban membayar kembali setelah 

lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

 
Pasal 79  . . .  
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Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas.   

Pasal 87 

Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, 

hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, 

dan museum. 

Pasal 88 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional” 

adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar 

investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain 

biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber 

belajar. 

 

 
Ayat (2)  . . .  
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Ayat (1) 

Huruf a 

Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh 

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Huruf b 

Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh 

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah 

dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan 

program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Selain bantuan pendanaan, PTS dapat 

memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat 

oleh Pemerintah. 

 

 

Huruf c  . . .  
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Huruf c 

Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan 

Tinggi bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam 

bentuk beasiswa, bantuan atau membebaskan 

biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa 

bunga. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.   

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” 

adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya 

operasional layanan Tridharma. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94  . . .  DISTRIBUSI II 
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Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2014 PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Perguruan
Tinggi. Pengelolaan. Penyelenggaraan.
Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat
(5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8),
Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan,
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi
oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

2. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur,
jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melal ui pendirian Perguruan
Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk
mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,
program magister, program doktor, dan program profesi, serta
program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
Pendidikan Tinggi.

5. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh
Pemerintah.

6. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh
masyarakat.

7. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi
dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan
jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.

8. Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan
jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan
profesi.

9. Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi
dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu
dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.
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10. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Politeknik dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.

11. Akademi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu.

12. Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua
dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk
memenuhi kebutuhan khusus.

13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.

14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang
meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar
penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur
operasional di Perguruan Tinggi.

17. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan
Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik,
Akademi, dan Akademi Komunitas.

18. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang
mengemban profesi tertentu yang berbadan hukum nirlaba.

19. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan
hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

20. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

21. Kementerian Lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi
urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.

22. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat
LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu.
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23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

a. tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

b. pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan program Pendidikan
Tinggi; dan

c. gelar, ijazah, dan sertifikat profesi.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang Menteri

dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 3

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
mencakup:

a. pengaturan;

b. perencanaan;

c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan

d. pembinaan dan koordinasi.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri memiliki tugas
dan wewenang mengatur mengenai:

a. sistem Pendidikan Tinggi;

b. anggaran Pendidikan Tinggi;

c. hak mahasiswa;

d. akses yang berkeadilan;

e. mutu Pendidikan Tinggi;

f. relevansi hasil Pendidikan Tinggi; dan

g. ketersediaan Perguruan Tinggi.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perencanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri memiliki tugas
dan wewenang meliputi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam
pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi;

b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum dalam
penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk
mengembangkan Pendidikan Tinggi; dan

c. mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan
umum, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang
terdiri atas:

1. rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima)
tahun;

2. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana
strategis 5 (lima) tahun; dan

3. rencana kerja tahunan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk:

a. Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi;

b. Badan Penyelenggara; dan

c. Perguruan Tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi, yang terdiri atas:

1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan
Tinggi; dan
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2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui
akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan

c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri
memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan
izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi
keagamaan, yang meliputi:

1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS;
dan

2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program
Studi pada PTN dan PTS;

b. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik
dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi
berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh
Perguruan Tinggi;

c. peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang
berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara
berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi
kepada PTN;

3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon
mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon
mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan

4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi
secara nasional; dan

d. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang
melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan
pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan

2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan

Program Pendidikan Tinggi

Pasal 8

(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.

(2) PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan
Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib
memperoleh izin dari Menteri.

(3) Pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Pendirian, perubahan, dan pembubaran Universitas dan Institut yang
diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan
Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis
dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

(2) Pendirian, perubahan, dan pembubaran Sekolah Tinggi, Politeknik,
Akademi, dan Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh
Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

(1) Perubahan PTS dapat berupa:

a. perubahan bentuk;

b. perubahan nama; dan/atau

c. perubahan lokasi/domisili.

(2) Perubahan PTS sebagaimana dimaksd pada ayat (1) wajib
mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 11

Menteri mencabut izin PTS yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran
PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Pasal 13

(1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi
pada jenis pendidikan akademik dan vokasi paling sedikit mencakup:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. tata cara pembukaan dan penutupan; dan

c. penjaminan mutu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program
Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi
pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. tata cara pembukaan dan penutupan;

c. tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan

d. penjaminan mutu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program
Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lain, LPNK, dan/atau
Organisasi Profesi terkait.

Bagian Keempat

Gelar, Ijazah, dan Sertifikat Profesi

Pasal 15

(1) Gelar yang diperoleh di Perguruan Tinggi Indonesia harus
menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Penulisan gelar yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Indonesia harus
mengikuti kaidah bahasa Indonesia.

(3) Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar
pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan
kualifikasi di negara tersebut.

(4) Gelar yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri digunakan
sesuai dengan cara penulisan dan penempatan yang berlaku di negara
asal.
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Pasal 16

(1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.

(2) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi.

(3) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.

(4) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

Pasal 17

(1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses
Pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh
Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(2) Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat diperoleh seseorang
yang telah menyelesaikan program Pendidikan Tinggi di negara
tersebut.

(3) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan
surat keterangan pendamping ijazah.

(4) Surat keterangan pendamping ijazah diterbitkan oleh Perguruan
Tinggi yang memberikan ijazah pendidikan akademik, vokasi, profesi,
dan spesialis.

(5) Surat keterangan pendamping ijazah harus ditulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris serta disahkan oleh Pemimpin
Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara penulisan gelar, dan
kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik
profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, atau
subspesialis.

(2) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain,
LPNK, dan/atau Organisasi Profesi.
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Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:

a. otonomi Perguruan Tinggi;

b. pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;

c. tata kelola Perguruan Tinggi; dan

d. akuntabilitas publik.

Bagian Kedua

Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 22

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PTN;

b. PTN Badan Hukum; dan

c. PTS.

(3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan
kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;

2. penelitian; dan

3. pengabdian kepada masyarakat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma
dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
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1. organisasi;

2. keuangan;

3. kemahasiswaan;

4. ketenagaan; dan

5. sarana prasarana,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:

a. bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
pendidikan terdiri atas:

a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;

b) kurikulum Program Studi;

c) proses Pembelajaran;

d) penilaian hasil belajar;

e) persyaratan kelulusan; dan

f) wisuda;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

b. bidang nonakademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
organisasi terdiri atas:

a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan

b) sistem penjaminan mutu internal;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
keuangan terdiri atas:

a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup
Tridharma Perguruan Tinggi; dan

b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
kemahasiswaan terdiri atas:

a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
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b) organisasi kemahasiswaan; dan

c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;

4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
ketenagaan terdiri atas:

a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan

b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya
manusia; dan

5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:

a) penggunaan sarana dan prasarana;

b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan

c) pemanfaatan sarana dan prasarana;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kekayaan awal PTN Badan Hukum berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan kecuali tanah.

(2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(3) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan
menjadi kekayaan awal PTN Badan Hukum diselenggarakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam neraca
PTN Badan Hukum dengan pengungkapan yang memadai dalam
catatan atas laporan keuangan.

Pasal 25

Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum meliputi:

a. bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
pendidikan terdiri atas:

a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;

b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;

c) kurikulum Program Studi;

d) proses Pembelajaran;
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e) penilaian hasil belajar;

f) persyaratan kelulusan; dan

g) wisuda;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bidang nonakademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
organisasi terdiri atas:

a) rencana strategis dan operasional;

b) struktur organisasi dan tata kerja;

c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan

d) sistem penjaminan mutu internal;

2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
keuangan terdiri atas:

a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan
jangka panjang;

b) tarif setiap jenis layanan pendidikan;

c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;

d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;

e) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup
Tridharma Perguruan Tinggi;

f) memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka
panjang; dan

g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;

3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
kemahasiswaan terdiri atas:

a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;

b) organisasi kemahasiswaan; dan

c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;

4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
ketenagaan terdiri atas:

a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;

b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya
manusia;
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c) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya
manusia; dan

d) pemberhentian sumber daya manusia; dan

5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
sarana dan prasarana terdiri atas:

a) pemilikan sarana dan prasarana;

b) penggunaan sarana dan prasarana;

c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan

d) pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 26

Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 27

(1) Pola pengelolaan PTN:

a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;

b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
atau

c. PTN sebagai badan hukum.

(2) Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja
oleh Menteri terhadap PTN.

(3) Penetapan PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.

(4) Penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan
Pemerintah.

(5) Evaluasi kinerja terhadap PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh dan
bertanggungjawab kepada Menteri.

(6) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur evaluasi kinerja terhadap
PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Menteri.
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(7) Pola pengelolaan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Kelola Perguruan Tinggi

Pasal 28

Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:

a. penyusun kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan

e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 29

(1) Organisasi PTN paling sedikit terdiri atas:

a. senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/
Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas sebagai unsur
penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf a, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan akademik;

b. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang
menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri;

c. satuan pengawas internal yang dibentuk oleh Pemimpin
Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, yang menjalankan fungsi
pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin
Perguruan Tinggi; dan

d. dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi
pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan
dalam Statuta.

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(3) Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik
atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata
usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan
huruf e di dalam organisasi PTN, serta unsur lain yang menjalankan
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fungsi komplementer ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang
Statuta masing-masing PTN.

(4) Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/
Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas memiliki anggota wakil dari
dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang
ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi yang
bersangkutan.

(5) Pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang:

a. wakil pemimpin bidang akademik; dan

b. wakil pemimpin bidang nonakademik.

(6) Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah Pemimpin
Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin
Perguruan Tinggi.

(7) Satuan pengawas internal paling sedikit memiliki anggota yang
menguasai:

a. pencatatan dan pelaporan keuangan;

b. tata kelola Perguruan Tinggi;

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan

d. pengelolaan barang milik negara.

(8) Dewan penyantun paling sedikit memiliki anggota yang memiliki:

a. komitmen untuk memajukan Perguruan Tinggi; dan

b. pengalaman mengelola Perguruan Tinggi.

(9) Organisasi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (8) menjalankan fungsi masing-masing dengan saling menilik dan
mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and balances principle).

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi PTN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam
Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing PTN.

Pasal 30

(1) Organisasi PTN Badan Hukum paling sedikit terdiri atas:

a. majelis wali amanat sebagai unsur penyusun kebijakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang
menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan
kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik;

b. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang
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menjalankan fungsi Pengelolaan Perguruan Tinggi dan
bertanggung jawab kepada majelis wali amanat; dan

c. senat akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan,
pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(2) Majelis wali amanat membentuk komite audit atau nama lain sebagai
unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c,
untuk menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

(3) Majelis wali amanat dapat memiliki anggota yang berasal dari:

a. unsur Pemerintah;

b. unsur dosen;

c. unsur masyarakat; dan

d. unsur lain.

(4) Senat akademik memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili
bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau kelompok bidang
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikembangkan di
Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(5) Pemimpin Perguruan Tinggi yang dibantu oleh paling sedikit 2 (dua)
orang:

a. wakil pemimpin bidang akademik; dan

b. wakil pemimpin bidang nonakademik.

(6) Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik
atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata
usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan
huruf e di dalam organisasi PTN Badan Hukum, serta organ lain yang
menjalankan fungsi komplementer ditetapkan dalam Statuta masing-
masing PTN Badan Hukum.

(7) Komite audit paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:

a. pencatatan dan pelaporan keuangan;

b. tata kelola Perguruan Tinggi;

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi; dan

d. pengelolaan barang milik negara.

(8) Organ PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7), menjalankan fungsi masing-masing dengan
saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and
balances principle).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kelola PTN Badan
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8)
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diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Statuta masing-masing
PTN Badan Hukum.

Pasal 31

(1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang
ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Statuta Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(10) dan Pasal 30 ayat (9) paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;

b. identitas;

c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

d. sistem pengelolaan;

e. sistem penjaminan mutu internal;

f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;

g. pendanaan dan kekayaan;

h. ketentuan peralihan; dan

i. ketentuan penutup.

(2) Substansi dan tata urut substansi Statuta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.

(3) Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta PTN dan PTN Badan
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri, kecuali bagi PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam
undang-undang.

Bagian Kelima

Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

Pasal 33

(1) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui
pemenuhan atas:

a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi
nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang
ditetapkan oleh Menteri;
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b. target kinerja yang ditetapkan oleh:

1. Menteri bagi PTN;

2. majelis wali amanat bagi PTN Badan Hukum; atau

3. Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi PTS; dan

c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem
penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri, majelis wali amanat, atau Badan Penyelenggara
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam bentuk laporan
tahunan.

(3) Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan
setiap tahun kepada masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai akuntabilitas publik Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Statuta masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. semua peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di
bawahnya, tentang tata kelola Perguruan Tinggi yang sudah
diterbitkan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai penetapan Statuta berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini; dan

b. semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang
mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada tetap berlaku, dan wajib
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
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2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sepanjang mengatur mengenai
Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO 

 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado; 

2. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado; 

3. Dekan adalah Dekan pada Fakultas Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Manado; 

4. Jurusan/Program Studi adalah Jurusan/Program Studi 

pada Program Sarjana, Program Magister Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Manado; 

5. Dosen adalah Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Manado; 

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LP2M) adalah Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Manado yang salah satu tugas adalah pengabdian 

kepada Masyarakat, yang ditangani oleh Pusat 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

7. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) adalah 

pusat yang berada di bawah koordinasi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang memiliki 

wewenang untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat; 
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8. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan pengabdian 

masyarakat oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Manado yang dilaksanakan dalam rangka tugas 

akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat; 

9. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik 

di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 

untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan 

masyarakat sesuai kompetensi program studi masing-

masing. 

10. Kuliah Kerja Nyata (KKN) diimplementasikan dalam 

bentuk: 

a. Kolaboratif: bentuk KKN yang dilakukan secara 

bersama dengan perguruan tinggi lain; 

b. Integratif: bentuk KKN yang dilaksanakan dengan 

menggabungkan aspek praktikum, pengabdian 

masyarakat dan penelitian; 

c. Progresif: bentuk KKN yang dilaksanakan sesuai 

dengan keahlian program studi; 

d. Konvensional. 

11. Secara teknis, pelaksanaan KKN dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

bekerjasama dengan Fakultas di lingkungan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. 

12. Syarat mengikuti KKN adalah: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester 

yang sedang berjalan; 



3 

b. Mahasiswa telah lulus sekurang-kurangnya 110 sks 

atau 80% dari sks yang wajib ditempuh; 

c. Mencantumkan KKN dalam Kartu Rencana Studi 

(KRS); 

d. Tidak boleh mengambil mata kuliah lain, kecuali 

Skripsi/Tugas Akhir. 

13. Bagi fakultas yang memiliki program studi tertentu yang 

menuntut kompetensi khusus dapat melaksanakan KKN 

Tematik sesuai dengan kompetensi program studinya. 

14. Bentuk dan pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksudkan 

dalam butir 14 (empat belas) di atas ditetapkan oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

bersama fakultas masing-masing. 

15. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) lebih lanjut diatur 

dalam pedoman pada tersendiri. 

 

Pasal 2 

Tujuan 

Tujuan Pengadian kepada Masyarakat adalah meningkatkan 

peran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dalam 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memahami, memberdayakan dan memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memahami, 

memberdayakan dan memajukan kesejahteraan masyarakat 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa berlandaskan nilai-nilai 

Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. 
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Pasal 3 

Indikator 

Indikator ketercapaian Pengabdian kepada Masyarakat 

adalah: 

1. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

upaya memahami masyarakat berlandaskan nilai-nilai 

Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. 

2. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

upaya memberdayakan masyarakat berlandaskan nilai-

nilai Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan.  

3. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan 

nilai-nilai Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. 

4. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat berlandaskan 

nilai-nilai Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. 

5. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menerima umpan balik dari masyarakat. 

6. Adanya keterkaitan antara kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan penelitian dan pengajaran. 

 

Pasal 4 

Bentuk Kegiatan  

Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 

advokasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, pengajaran 

masyarakat, pembinaan masyarakat, pelatihan masyarakat, 

pendampingan masyarakat, penyuluhan masyarakat, 

pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi, kegiatan 
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layanan masyarakat, atau bentuk kegiatan lainnya yang sesuai 

dengan tujuan. 

 

Pasal 5 

Jenis Kegiatan 

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 

kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen; 

2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh masyarakat 

meliputi : KKN Kolaboratif, KKN Integratif, KKN Progresif, 

dan KKN Konvensional; 

3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen 

meliputi : Pembimbingan KKN Kolaboratif, Pembimbingan 

KKN Integratif, Pembimbingan KKN Progresif dan 

pembimbingan KKN Konvensional, pembangunan desa 

binaan atau jenis kegiatan lainnya. 

 

Pasal 6 

Sumber Pendanan 

1. Rektor merencanakan dan menyediakan anggaran yang 

memadai untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Dekan/Ketua Program Studi merencanakan dan 

menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat di luar KKN yang 

melibatkan dosen dan mahasiswa fakutas/program studi. 

3. Rektor dan Dekan dapat menyiapkan dana untuk kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari luar 

Institut berdasarkan hibah/bantuan atau kerja sama. 
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Pasal 7 

Pengelolaan, Monitoring, dan Evaluasi 

1. PPkM (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat) 

merencanakan, mengatur, dan melaksanakan seluruh 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat 

Institut. 

2. Dekan/Ketua Program Studi merencanakan, 

melaksanakan, memonitoring, evaluasi, dan dokumentasi 

dan melaksanakan kegiatan Pengadian kepada Masyarakat 

di luar KKN yang melibatkan dosen dan mahasiswa 

Fakultas/Program Studi. 

3. PPkM melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat dengan melibatkan 

Dekan/ Ketua Program Studi dan pemangku kepentingan. 

4. PPkM melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Institut. 

5. PPkM melakukan evaluasi kegiatan pengabdian kepada 

Masyarakat di tingkat Institut. 

6. PPkM melakukan dokumentasi pelaksanaan, monitoring, 

dan evaluasi kegiatan pengabian kepada Masyarakat di 

tingkat Institut. 

7. Pelaksanaan kegiatan monitoring pengabdian kepada 

Masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dekan/Ketua 

Program Studi. 

8. Pelaksanaan kegiatan evaluasi Pengabdian kepada 

Masyarakat dilakukan oleh PPkM dalam suatu forum yang 

dihadiri para Wakil Rektor, para Dekan/Ketua Program 

Studi, wakil pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, 
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masyarakat, dan mitra), wakil dosen pembimbing, dan 

wakil mahasiswa peserta kegiatan. 

9. Laporan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi 

dan dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat disampaikan oleh PPkM kepada Rektor, 

melalui Kepala LP2M, setelah pelaksanaan forum evaluasi. 

10. Laporan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, 

dan dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat di luar KKN disampaikan oleh Dekan/Ketua 

Program Studi kepada Rektor dengan tembusan kepada 

Kepala LP2M. 

 

Pasal 8 

Penutup 

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, 

akan diatur lebih lanjut. 

 

Rektor,  

 

 

 

Dr. Rukmina Gonibala M,Si 

NIP. 19611120 199203 2 002 
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan

berkesinambungan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan

agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Mengingat ...
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Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap

terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan

nasional.

4. Peserta …
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4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan tertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi

dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai

dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai,

dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan ...
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15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah

dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar

melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk

masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh

Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada

setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan,

masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai

unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite ...
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25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan

orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat

yang peduli pendidikan.

26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah

yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten,

atau Pemerintah Kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan

nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III …
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BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan

sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian

mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat

yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan

pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan

pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan.

Bagian …
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Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh

sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya

dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak

mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak

mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain

yang setara;

f. menyelesaikan ...
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f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar

masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu

yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan

proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi

peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan

sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15 …

Pasal 15
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Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1)

(2)

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan ...
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(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(2)

(1)

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,

institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)

(4)

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi,

dan/atau vokasi.

Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan

berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan

gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan

yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan

perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau

vokasi.

(3) Gelar ...
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(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari

perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik,

profesi, atau vokasi.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi

hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari

perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan

bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan

penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara

pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak

memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap

individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang

luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan,

keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau

profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang

bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24 ...
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Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya

sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan

pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang

pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan

gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk

memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan

jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar

akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka

mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan ...
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(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh

lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan

mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama

dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian

sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan ...
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(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1)

(2)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan

dasar.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan

formal, nonformal, dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman

Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain

yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh

lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggara-

kan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan

keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon

pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-

departemen.

(3) Pendidikan ...
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(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan

nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan

formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren,

pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1)

(2)

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada

kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap

muka atau reguler.

(3) Pendidikan ...
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(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan

cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional

pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi

kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di

daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau

mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi

ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan

layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam

pendidikan nasional.

(2) Bahasa …
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(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap

awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan

dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan

pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta

didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1)

(2)

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program

wajib belajar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan

oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara

berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan

pembiayaan.

(3) Pengembangan ...
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(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan

pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan

standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.
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(1)

Pasal 37

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan

1. muatan lokal.

(2)

(3)

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.

Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau

kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan

Propinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk

setiap program studi.

(4) Kerangka ...
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(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar

nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang

proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan

tinggi.

(1)

Pasal 40

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan

memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil

kekayaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,

kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan; dan

c. memberi ...
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c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

(1)

(2)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga

kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan

kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan

dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan

oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Pasal 43

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman,

kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(2) Sertifikasi …
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(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Pasal 44

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan

mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang

diselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan

pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,

sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada

semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII ...
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BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,

kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber

daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan

pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan

dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab

Menteri.

(2) Pemerintah …
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(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional

pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan

pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat

pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan

menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam

mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Pasal 51

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan

minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip

otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(1)

Pasal 52

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh

Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi

memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip

nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan

pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang

tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

(1)

Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu

pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna

hasil pendidikan.
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(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat

pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama,

lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan

melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan

pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber

dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau

sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan

teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang

meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan

melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan ...
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(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/

Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara

nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program

pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan,

dan jenis pendidikan.

(1)

Pasal 58

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik

secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi ...
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(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan

dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan,

dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

(1)

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap

pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang

mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap

jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh

Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk

akuntabilitas publik.

(3)

(4)

Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah …
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(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi

belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan

lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai

pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu

setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib

memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana

pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta

manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian

satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan

Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII …
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BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara

asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan

atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

(1)

Pasal 65

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di

negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah

wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta

didik Warga Negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga

pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain

yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX …
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BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/

madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada

semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-

masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan

prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang

memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/

atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal

21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling

lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau

profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelanggara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)

Pasal 68

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi,

gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak

memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar

akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan

yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling

lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan

bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar

yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(1)

Pasal 69

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar

akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan

pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...
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(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan

ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama

lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar

akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-

undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-

undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua

tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-

undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74 …



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-

undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan

Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak

berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor

48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia

ttd

Bambang Kesowo

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain

yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat

pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu,

seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu

tujuan Negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip dempkrasi,

desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan

memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system

pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan

tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Tuntutan

tersebut menyangkut pembaharuan system pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum,

yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam,

diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar

kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi

setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan

tugas secara professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan

pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan

berbasis …
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berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system

terbuka dan multimakna. Pembaharuan system pendidikan juga meliputi penghapusan

diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola

masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi

pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system

pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga

Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu

bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini

sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan

pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dn akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat

pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalamanan, sikap, dan nilai berdasarkan

standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan

prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan …
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Pembaharuan system pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan

pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;

7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

9. pelaksanaan wajib belajar;

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11. pemberdayaan peran masyarakat;

12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

13. pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud

secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan system pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. Pasal …
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II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan system terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan

fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur

pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,

atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang

berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak

jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan

berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian

serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan

oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling

melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 …
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Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pendidik dn/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi

dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan

kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana

diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2) …
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Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan

perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana

yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian

khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk

memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terntentu maksimal setara dengan program

sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut

penguasaan pengetahuna tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang

berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan

secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan

menengah.

Pasal 16 …
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Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat denagn SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang

sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian

cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan

khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam

lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan

pendidikan profesi.

Institut …
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Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam

sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memeuhi

syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi

dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memeuhi syarat

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud antara lain, sarjana, magister, dan doctor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 …
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Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau professor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar

di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan

kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan intelektual, dan kecakapan

vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk

mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan

kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan,

pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat

dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan onoformal yang menyelenggarakan

pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program

paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta

didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4) …
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Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan

kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar

kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian

professional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi

yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam

tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman Kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan

kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang

menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk

mengembangkan potensi diri seperti pad ataman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29 …
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Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi),

radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan computer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal

(single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata

pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan

dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah

dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35 …
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Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan

ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta

didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Komptensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan

kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga,

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan

keunggulan local, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetensi antar bangsa dalam

peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri

pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan

penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan

kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3) …
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Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing

dengan pertimbangan :

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;

2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat

penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan

untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan

analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan social, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi,

kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi social

masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik

menjasi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni

mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta

didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan …
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Bahan kajian muatan local dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap

potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar,

pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan

yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang professional di atas

kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai,

antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41 …
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Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk

menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga

kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang

merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46 …
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Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan

sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan

pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan

perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain

penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) …
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Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengna otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan

tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi

manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala

sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola

kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hokum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hokum bagi penyelenggara

dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara

(BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) …
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Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan

dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62 …
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Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang

tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pendidikan Negara lain mencakup kurikulum, system penilaian, dan

penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara

pengawasan dan sanksi administrative.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69 ….
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Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 4301




	BAB IKETENTUAN UMUM
	BAB IIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 
	Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	Bagian Kedua Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
	Paragraf 2 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	Paragraf 3 Sivitas Akademika 
	Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi
	Paragraf 1 Pendidikan Akademik
	Paragraf 2 Pendidikan Vokasi
	Paragraf 3 Pendidikan Profesi
	Bagian Keempat Program Pendidikan Tinggi
	Paragraf 1 Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor
	Paragraf 2Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan
	Paragraf 3Program Profesi dan Program Spesialis 
	Paragraf 4Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi
	Bagian KelimaKerangka Kualifikasi Nasional
	Bagian KeenamPendidikan Tinggi Keagamaan
	Bagian KetujuhPendidikan Jarak Jauh
	Bagian KedelapanPendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
	Bagian KesembilanProses Pendidikan dan Pembelajaran
	Paragraf 1Program Studi 
	Paragraf 2Kurikulum
	Paragraf 3Bahasa Pengantar
	Paragraf 4Perpindahan dan Penyetaraan
	Paragraf 5Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana
	Paragraf 6Ijazah
	Paragraf 7Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi
	Bagian KesepuluhPenelitian
	Bagian KesebelasPengabdian Kepada Masyarakat
	Bagian KeduabelasKerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Bagian KetigabelasPelaksanaan Tridharma 
	Bagian KeempatbelasKerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi
	BAB IIIPENJAMINAN MUTU
	Bagian KesatuSistem Penjaminan Mutu
	Bagian KeduaStandar Pendidikan Tinggi
	Bagian KetigaAkreditasi 
	Bagian KeempatPangkalan Data Pendidikan Tinggi
	Bagian KelimaLembaga Layanan Pendidikan Tinggi
	BAB IVPERGURUAN TINGGI
	Bagian KesatuFungsi dan Peran Perguruan Tinggi
	Bagian KeduaBentuk Perguruan Tinggi 
	Bagian KetigaPendirian Perguruan Tinggi
	Bagian KeempatOrganisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi
	Bagian KelimaPengelolaan Perguruan Tinggi
	Bagian KeenamKetenagaan
	Paragraf 1Pengangkatan dan Penempatan
	Paragraf 2Jenjang Jabatan Akademik
	Bagian KetujuhKemahasiswaan
	Paragraf 1Penerimaan Mahasiswa Baru
	Paragraf 2Pemenuhan Hak Mahasiswa
	Paragraf 3Organisasi Kemahasiswaan
	Bagian KedelapanAkuntabilitas Perguruan Tinggi
	Bagian KesembilanPengembangan Perguruan Tinggi
	Paragraf 1Umum
	Paragraf 2Pola Pengembangan Perguruan Tinggi
	BAB VPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
	Bagian KesatuTanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi
	Bagian KeduaPembiayaan dan Pengalokasian
	BAB VIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN 
	BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT
	BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF
	BAB IXKETENTUAN PIDANA
	BAB XKETENTUAN LAIN-LAIN
	BAB XIKETENTUAN PERALIHAN
	BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
	PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2012TENTANGPENDIDIKAN TINGGI

